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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar huruf arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada table 

berikut:  

 

1.  Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 ب

 ت

Ba 

Ta 

b 

t 

Be 

Te 

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 ج

 ح

Jim 

ḥa 

j 

ḥ 

Je 

ha (dengan titik di bawah) 

 خ

 د

 ذ

Kha 

Dal 

Żal 

kh 

d 

ż 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

 ر

 ز

Ra’ 

Zai 

r 

z 

Er 

Zet 

 س

 ش

 ص

Sin 

Syin 

ṣad 

s 

sy 

ṣ 

Es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

 ض

 ط

 ظ

ḍad 

ṭa 

ẓa 

ḍ 

ṭ 

ẓ 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

 ع

 غ

‘ain 

Gain 

„ 

g 

Apostrof terbalik 

Ge 

 ف

 ق

 ن

 ل

 و

ٌ 

Fa 

Qaf 

Kaf 

Lam 

Mim 

Nun 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

Ef 

qi 

ka 

el 

em 

en 

 و

ِ 

Wau 

Ha 

w 

h 

We 

Ha 

 ء

ٌ 

hamzah 

Ya 

‟ 

y 

Apostrof 

Ye 
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikut ivokal nya tanpa diberitanda apa 

pun. Jika ia terletak di tenga hatau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‟). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau 

monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambing nya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagaiberikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 kasrah I I ا َ

 ḍammah U u ا َ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ Ai a dan i 

 fatḥah dan wau Au a dan u 

Contoh: 

ُْفَ   kaifa :  ك 

 haula :  ه ىْلَ 

 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 fatḥah dan alif atau yā’ Ā a dan garis di atas ...َاَ|َ...َي

 Kasrah dan yā’ ī  i dan garis di atas يَ 

 ḍammah dan wau Ū u dan garis di atas وَ 

اَتَ    māta :  ي 

ي ً rāmā :  ز 
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ُْم   qīla :  ل 

ىْتَ   ً  َ  : yamūtu 

 

4. Tā‟ marbūtah 

Transliterasi untuk tā’marbūtah ada dua, yaitu tā’ marbūtah yang hidup atau 

mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah,transliterasinya adalah [t]. sedangkan 

tā’marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasi nya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūtah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandan gal-serta bacaan kedua kata itu terpisah,maka tā’ marbūtah 

itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 

Contoh: 

ةَالأ طْف الَ  وْض   raudah al-atfāl :  ز 

ه ة َُْ ةَا نْف اض  د   ً  al-madīnah al-fādilah :  ا نْ

ة  ً كْ  al-hikmah:   ا نْح 

 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydīd ( ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

تَُّ ا  rabbanā :  ز 

ُُْ اَ جََّ   : najjainā 

كَ   al-haqq :  ا نْح 

ىَ َ عَ    : nu’ima 

وَ  د   aduwwun‘ :  ع 

 

Jika hurufيber-tasydiddi akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 

Contoh: 
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 ًَ ه    Alī (bukan‘AliyyatauA’ly)„ :  ع 

 ًَ ت  س   Arabī (bukan A’rabiyyatau‘Arabiy)„ :  ع 

 

6. Kata sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ما  (alif lam 

ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, 

al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi ya maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contoh: 

شَ  ًْ   al-syamsu (bukan asy-syamsu) :  ا نشَّ

ن ة نْز   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :  ا نزَّ

ف ة  al-falsafah :  ا نْف هْس 

 al-bilādu :  ا نْث لا زَ 

 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 ٌَ وْ س   ta’murūna :  ت أيْ 

 ’al-nau :  ا نَُّىْعَ 

ءَ  ٍْ  syai’un :  ش 

سْتَ   umirtu :  أ ي 

 

8. Penulisan Kara Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
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Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi 

di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (darial-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka 

harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Syarh al-Arba’īn al-Nawāwī 

Risālah fi Ri’āyah al-Maslahah 

 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudāfilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

َالله َ  ٍ َْ  billāh ت الل َ dīnullāh د 

Adapun tā’marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalālah,diteransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

ة الله َ  ً حْ َز  ٍْ  hum fīrahmatillāhه ىَْف 

 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps),dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf  

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). 
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Contoh:  

Wamā Muhammadunillārasūl 

Inna awwalabaitinwudi’alinnāsilallazī bi Bakkatamu bārakan 

Syahru Ramadān al-lazīunzilafīhi al-Qurān 

Nasīr al-Dīn al-Tūsī 

Nasr HāmidAbū Zayd 

Al-Tūfī 

Al-Maslahahfī al-Tasyrī’ al-Islāmī 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū(bapak 

dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan 

sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

 

Contoh: 

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, 

Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad 

Ibnu)  

Nasr HāmidAbūZaīd, ditulis menjadi: AbūZaīd, Nasr Hāmid (bukan, 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

SWT.  = SubhanahuWaTa„ala 

SAW.  = Sallallahu „AlaihiWasallam 

AS   = „Alaihi Al-Salam  

H   = Hijrah  

M   = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

L   = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)  

W   = Wafat Tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali „Imran/3: 4  

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Hisra, 2023. “Peran Manajemen Risiko dalam Menciptakan Good Corporate   

Governance Pada BSI KCP Masamba” Skripsi Program Studi Perbankan syariah 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo 

dibimbing oleh Burhan Rifuddin, SE., M.M. 

Skripsi ini membahas tentang Peran Manajemen Risiko dalam Menciptakan Good 

Corporate Governance Pada BSI KCP Masamba. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui peran manajemen risiko perbankan syariah dalam menciptakan good 

corporate governance, karena pengimplementasian manajemen risiko sangat 

penting dalam menentukan kesehatan perbankan, terutama perbankan syariah 

yang regulasinya lebih ketat dari pada bank konvensional dengan peraturan 

Dewan pengawas syariah (DPS) dan BI (Bank Indonesia), begitu juga 

implementasi Good corporate governance perlu dilaksanakan dalam berbagai 

perusahaan termasuk perbankan karena bank merupakan bisnis kepercayaan 

masyarakat dan dunia internasional, maka dari itu pengimplementasian Good 

corporate governance diharapkan mampu menjadikan bank berkembang dengan 

baik dan sehat.  

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara yang 

dilakukan kepada kepala pimpinan atau branch manager. Data sekunder berupa 

annual report BSI. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BSI Kcp 

Masamba telah sesuai dengan peraturan undang-undang PERATURAN BANK 

INDONESIA NOMOR 11/33/PBI/2009 dalam menjalankan prinsip good 

corporate governance meliputi transparency, fairness, responsibility, 

accountability, independency, dan dalam menerapkan manajemen risiko meliputi, 

risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko strategi, 

risiko hukum, risiko reputasi, risiko operasional. Terdapat beberapa keuntungan 

bila manajemen risiko dan GCG dilaksanakan secara bersamaan yaitu: 

kenyamanan bekerja karyawan ditempat yang aman, nyaman, sehat, bersih dan 

praktisi lapangan dapat belajar dari kesalahan tahun lalu, peningkatan citra, 

reputasi, kredibilitas perusahaan dimata stakeholder.  

Kata kunci Manajemen Risiko dan GCG 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia saat ini semakin meningkat, 

hal ini berdampak persaingan pada industri perbankan yang sangat ketat. Industri 

perbankan yang semakin meningkat masih dihadapkan dengan berbagai risiko, 

baik resiko financial maupun resiko reputasi. Di Indonesia, Good Corporate 

Governance (GCG) dikenal dengan istilah tata kelola yang sehat atau tata kelola 

yang baik. Good Corporate Governance (GCG) berfungsi untuk mengantisipasi 

berbagai macam resiko yang dihadapi bank syariah sehingga mampu 

menwujudkan bank syariah yang unggul dan tangguh serta dapat bersaing dengan 

perbankan konvensional. 

 Perbankan syariah sering terkena risiko.
1
 Risiko adalah potensi hasil yang 

tidak menguntungkan, yang jika tidak diantisipasi dan dikelola dengan tepat, juga 

dapat mengakibabkan kerugian. Risiko dalam industri perbankan merupakan 

kejadian yang dapat diperkirakan sebelumnya yang dapat berdampak negative 

terhadap permodalan dan pendapatan bank. Risiko ini tidak dapat dihilangkan, 

tetapi dapat dikelola dan dikurangi.
2
 

 Penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate 

Governance (GCG) juga dapat mengantisipasi bahaya yang dapat membahayakan 

kemampuan bank untuk terus beroprasi, dan karena bank menghadapi risiko yang 

lebih kompleks, kebutuhan akan standar tata kelola yang baik diperbankan syariah 

                                                           
1

Rahmadi usman Aspek Hukum Perbankan syariah di Indonesia (Jakarta: Sinar 

Grafika,2012),.242. 
2
Ahmad Selamet dan Hascaro, Manajemen Risiko Bank Syariah (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 

2006),. 2. 



 
 

 

2 
 

juga meningkat. Terkait penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah 

dan unit usaha syariah, otoritas jasa keuangan juga telah menerbitkan POJK 

Nomor 65/POJK.03/2016, yang dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa bank 

syariah diharapkan dapat menerapkan manajemen risiko secara efektif.
3
 

 PBI Nomor13/23/PBI/2011 yang tentang penerapan manajemen risiko 

bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Memuat 

ketentuan mengenai manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha 

syariah. Ada sepuluh jenis risiko yang berbeda, termasuk risiko pasar, risiko 

kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko 

strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi yang dihadapi 

oleh bank syariah. Delapan risiko pertama adalah risiko khas yang dihadapi oleh 

bank tradisional. Namun dua risiko terakhir adalah risiko khusus yang hanya 

dihadapi oleh bank syariah.
4
 

 Manajemen risiko berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk operasi 

bisnis bank dibank syariah. Oleh karena itu, manajemen risiko mengacu pada 

serangkaian proses dan strategi yang dapat digunakan untuk mengenali, 

mengukur, melacak, dan mengelola risiko yang terkait dengan operasi bisnis 

bank.
5
 Bank syariah harus berhasil menerapkan manajemen risiko dalam rangka 

mengembangkan Good Corporate Governance (GCG). Keuntungan dari 

manajemen risiko antara lain mendorong keberhasilan, menurunkan kemungkinan 

kesalahan yang fatal, dan menyadari bahwa risiko dapat terjadi dalam setiap 

tindakan.   

                                                           
3
Otoritas Jasa Keuangan, “POJK Nomor 65/POJK.03/2016, tentang penerapan manajemen risiko 

bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah”, 2016,.5. 
4
Imam Wahyudi dkk, Manajemen Risiko Bank islam(Jakarta: Salemba Empat, 2013),.25. 

5
Rahmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan di Indonesia,…,.292. 
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 Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 

11/33/PBI/2009, beserta Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) tentang pelaksanaan 

Good Corporate Governance (GCG) pada bank umum syariah (BUS) dan Unit 

Usaha Syariah, untuk meningkatkan efektivitas (GCG) diperbankan syariah 

khususnya Bank BSI, penerapan Good Corporate Governance (GCG) tidak dapat 

dipisahkan dari penerapan manajemen risiko.   

 Bank BSI menyadari bahwa tata kelola perusahaan yang baik atau Good 

Corporate Governance (GCG), memungkinkannya untuk mencapai tidak hanya 

hasil keuangan yang menguntungkan tetapi juga reputasi yang positif  diantara 

para pemangku kepentingan. Keberlanjutan Bank BSI kepada seluruh masyarakat 

melalui peningkatan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Bank BSI bertekad 

untuk senantiasa menjadikan tata kelola yang baik sebagai landasan dalam 

menjalankan bisnis guna mempertahankan eksistensi perusahaan dalam 

menghadapi kesulitan dan persaingan dari bank konvensional di masa mendatang.  

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti mengangkat judul yaitu 

“Peranan Manajemen Risiko Dalam Menciptakan Good Corporate 

Governance (GCG) pada BSI KCP Masamba”  

B. Rumusan Masalah  

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada BSI KCP Masamba? 

2. Bagaimana penerapan good corporate governance pada BSI KCP 

Masamba? 

3. Bagaimana peran manajemen risiko dalam menciptakan good 

corporate governance pada BSI KCP Masamba? 
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C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pada BSI KCP 

Masamba.  

2. Untuk mengetahui penerapan good corporate governance pada BSI 

KCP Masamba.  

3. Untuk mengetahui peran manajemen risiko dalam menciptakan 

good corporate governance pada BSI KCP Masamba.  

D.  Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Praktis  

1. Bagi manajemen insitusi  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk menilai 

kesehatan perbankan sayariah dalam evaluasi penerapan Good 

Corporate Governance (GCG) . 

2. Bagi Dewan Pengawas Syariah  

Dapat memberikan masukan dalam melakukan pengawasan 

terhadap perbankan syariah di Indonesia untuk meningkatkan kinerja 

Bank syariah dan mewujudkan Good Corporate Governance (GCG) . 

b. Manfaat Empiris, yaitu sebagai upaya untuk mendukung pengembangan 

ilmu perbankan syariah pada umumnya yang berkaitan dengan Good 

Corporate Governance (GCG) . 

E. Sistematika Penulisan  

 BAB I Pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.  
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 BAB II Kajian teori yang memuat penelitian terdahulu yang 

relevan, teori-teori yang mendukung penelitian ini, dan kerangka pikir.  

 BAB III Metode Penelitian yang memuat jenis penelitian, lokasi 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan defenisi 

istilah. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan  

C. Studi mengenai manajemen risiko dan Good Corporate Governance (GCG) 

dapat dikatakan banyak yang mencoba untuk menelitinya dari berbagai 

dimensi, hal ini menunjukkan bahwa masalah ini merupakan suatu hal yang 

sangat potensial terjadi sehingga masyarakat ataupun pihak yang terkait Daftar 

Singkatan 

 lainnya perlu untuk mengetahui informasi mengenai manajemen 

risiko. Diantara karya ilmiah yang mirip dengan penelitian ini adalah : 

1. Skripsi tentang “analisis pengaruh Good Corporate Governance (GCG)  

terhadap kinerja perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia (BEI)” karya Vivi  Arfah Putri Armildar, Universitas 

Hasanuddin Makassar, pembahasannya mengenai analisis pengaruh 

penerapan GCG terhadap kinerja perusahaan PT. Bank Mega, Tbk. 

Cabang Makassar serta untuk menganalisis variabel manakah yang paling 

dominan mempengaruhi kinerja perusahaan perbankan dalam pelaksanaan 

GCG pada PT. Bank Mega, Tbk. Hasil analisis yang dilakukan 

menunjukkan bahwa yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaaan adalah variabel kewajaran. Perbedaanya dengan penelitian ini 

adalah karya ilmiah tersebut tidak membahas manajemen risiko yang 

berperan dalam meningkatkan (GCG).
6
 

                                                           
6
Vivi  Arfah Putri Armildar, Analisis Pengaruh Good Corporate Governance (GCG)  (GCG) 

terhadap kinerja perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI). (Makassar: 

Universitas Hasanuddin Makassar, 2012),. 17.   
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2. Skripsi tentang “Analisis Manajemen Risiko Produk Kafalah Pada Bank 

Muamalat Indonesia Cabang LangsA” karya Husna, Sekolah Tinggi 

Agama IslamNegeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, pembahasan 

skripsi ini mengenai manajemen risiko tetapi lebih fokus kepada produk 

kafalah. Kafalah dalam perbankan syariah dapat diterapkan dalam bentuk 

bank garansi, yaitu warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan 

kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak 

yang dijamin cidera janji (wanprestasi). Dalam pemberian fasilitas produk 

bank garansi, risiko yang dihadapi oleh bank tidak jauh berbeda dengan 

produk lainnya pada perbankan, yaitu risiko kredit dan juga risiko reputasi. 

Dalam karya ilmiah ini sama-sama membahas mengenai manajemen 

risiko. Bedanya penelitian ini tidak membahas mengenai good corporate 

governance.  

3. Skripsi tentang “Analisis pengaruh mekanisme Good Corporate 

Governance (GCG)  dan privatisasi terhadap kinerja keuangan” karya 

Ardian GanangRiyanto, Universitas Diponegoro Semarang, 

pembahasannya mengenai banyaknya BUMN yang melakukan privatisasi 

dan menerapkan Good Corporate Governance (GCG), guna meningkatkan 

efisiensi dan kinerja, namun masih banyak ditemukan BUMN yang 

melanggar ketentuan Good Corporate Governance (GCG) sehingga 

terkadang cara tersebut tidak efektif untuk meningkatkan kinerja. 

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah karya ilmiah tersebut tidak 
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membahas tentang manajemen risiko yang berperan dalam menciptakan 

Good Corporate Governance (GCG) .
7
 

B. Deskripsi teori 

1. Manajemen 

Manajemen menurut Jhonson merupakan suatu proses 

mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem 

total untuk menyelesaikan suatu tujuan. Manajemen adalah suatu proses yang 

dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan 

seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-

orang serta sumber daya organisasi lainnya. Manajemen pada umumnya 

merupakan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan 

pencapaian tujuan.
8
 

Manajemen risiko, membuat keputusan yang baik dalam menghadapi 

ketidakpastian dan risiko mungkin dimulai pada awal keberadaan manusia. 

Ketergantungan manusia atas manusia untuk menjelaskan masa akan datang, 

seperti ketika manusia inigin mengetahui masa depan yang tidakpasti, maka 

manusia meramalkan masa depan dengan beberapa kemungkinan, maka 

tercipta ketergantungan kepada para peramal, imam, pendeta dan lainnya. 

Dengan demikian manajemen risiko sudah teraplikasi dalam kehidupan 

manusia dari masa kemasa.  

Pengelolaan risiko dapat ditemukan pada Piagam Hammuragi (codex 

Hammurabi), yang dibuat pada tahun 2100 sebelum masehi. Piagam tersebut 

                                                           
7

Ardian Ganang Riyanto, Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance dan 

Privatisasi Terhadap Kinerja Keuangan(Semarang: Universitas Diponegoro, 2011),. 45. 
8
Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia (Jakarta:Rineka Cipta, 2004),.3.  
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mencantumkan peraturan dimana pemilik kapal dapat meminjam uang untuk 

membeli kargo; namun bila dalam perjalanan kapalnya tenggelam atau hilang, 

ia tidak perlu mengembalikan uang pinjaman tersebut. Masa ini disebut 

sebagai zaman pertama manajemen risiko, dimana perusahaan hanya melihat 

risiko non entrepeneurial (seperti misalnya keamanan).  

Perspektif islam dalam pengelolaan risiko suatu organisasi dapat dikaji 

dari kisah yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah 

ini termaktub dalam Qur‟an.
9
  

2. Risiko  

Risiko Secara yuridis pengertian risiko dikemukakan dalam pasal 1 

angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan 

manajemen risiko bagi bank umum sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009, yaitu potensi kerugian 

akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu.
10

  

Berikut ini pengertian risiko menurut para ahli: 

a. Menurut sulad sri hardanto didefenisikan sebagai “peluang terjadinya “bad 

outcome” (hasil yang buruk, san besarnya peluang dapat diestimasikan”.
11

 

b. Menurut Ferry N. risiko adalah suatu tindakan atau kejadian yang 

menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin 

dicapai”.
12

 

                                                           
9
 Fasiha Kamal, (Manajemen Risiko dan Risiko dalam Isla),vol 4, Jurnal Muammalah, 2014, hal 8.   

10
Rahmadi Usman , Aspek Hukum Perbankan di Indonesia,…..,.291. 

11
SuladSri Hardanto, manajemen risiko bagi bank umum, kisi-kisi ujian serifikasi manajemen 

risiko perbankan, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo,2009), cet. Ke-3,.4.  
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c. Menurut Sentanoe Kartonegoro risiko adalah situasi yang obyektif, 

eksternal, dan selalu ada meskipun individu yang terekspos kemungkinan 

kerugian itu tidak menyadari.
13

 

Setelah diuraikan beberapa pengertian tentang risiko maka maka 

berikut ini di uraikan pengertian manajemen risiko menurut pandangan para 

ahli: manajemen risiko didefenisikan sebagai suatu metode logis dan 

sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, serta melakukan 

monitoring dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau 

proses.
14 

Dalam pengertian lain manajemen risiko Menurut Hermawan Darmawi 

Manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta 

mengendalikan  risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengn tujuan untuk 

memperoleh efektivitas dan efesiensi yang lebih tinggi.
15

 

Sedangkan Menurut Griffin dan Ebert yang dikutip oleh Wibowo pada 

buah karyanya menyatakan bahwa manajemen risiko merupakan proses 

memelihara kemampuan menghasilkan dan aktiva perusahaan dengan 

menurunkan hambatan kerugian karena kejadian yang tidak dapat 

dikehendaki.
16

 

                                                                                                                                                               
12

Ferry N., Manajemen Risiko Perbankan Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II 

Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaanya di Indonesia, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 

1996),cet. Ke-1,.5. 
13

Sentanoe Kertonogoro, Manajemen Risiko dan Asuransi, (Jakarta: PT. Toko. Gunung Agung, 

1996, cet. Ke-1,. 5.  
14

Ferry N., Manajemen Risiko Perbankan Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II 

Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia,.5.  
15

Herman Darmawi, Manajemen risiko,. 17. 
16

Wibowo, manajemen perubahan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Ed. Pertama,. 39.  
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Dari bebrapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli diatas, dapat 

disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah suatu sistem pengendalian risiko 

dan sistem perlindungan inventaris, properti, laba, dan hak milik sebuah badan 

usaha atau perusahaan atau pun perorangan dari potensi kerugian yang dialami 

sebagai akibat dari suatu risiko.  

Proses manajemen risiko memerlukan beberapa kegiatan, yaitu 

identifikasi, evaluasi, dan kontrol atau pengendalian risiko yang bersifat 

mengancam dan dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan yang aktif 

menjalankan bisnis.
17

 

Penerapan manajemen risiko di bank syariah wajib disesuaikan dengan 

tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan 

bank..
18

 

Kajian manajemen risiko juga terdapat dalam firman Allah SWT surah 

lukman ayat:34. 

لُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي  اعَةِ وَيُنَزِّ َ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّ الْْرَْحَامِ  وَمَا إنَِّ اللََّّ

تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا  وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأيَِّ أرَْضٍ تَمُوتُ  إنَِّ 

َ عَليِمٌ خَبِيرٌ   ٤٣اللََّّ

Artinya: 

                                                           
17

Ferry N., Manajemen Risiko Perbankan Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II 

Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia,. 6.  
18

PBI No, 13/23/PBI/2011 tanggal  November  2011 tentang  penerapan  Manajemen Risiko Bagi 

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Diakses pada tanggal  21 Desember 2018 dari 

www.bi.go.id.  
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Sesungguhnya Allah SWT, hanya pada sisi- Nya lah pengetahuan tentang 

hari kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa 

yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui 

(dengan pasti) apa yang akan di usahakan nya besok [1187]. Dan tiada 

seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. 

Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. 

 Dalam firman Allah di atas dalam Q.S Lukman ayat : 34 di 

jelaskan bahwasanya, kita sebagai manusia apa yang terjadi hari esok, dan 

apa pula yang akan di usahakan besok, tetapi kita sebagai manusia di 

wajibkan berusaha. Maksud dari ayat ini adalah manusia tidak akn tau apa 

yang terjadi hari esok, tetapi manusia bisa berusaha dengan maksimal 

untuk hari esok, jika ayat ini di implementasikan dalam manajemen risiko 

adalah manajemen risiko di haruskan ada dalam perbankan untuk 

meminimalisir terjadinya risiko dalam pada bank.    

a. Jenis-jenis risiko pada manajemen risiko 

1. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain 

dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian 

yang di sepakati. 

2. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening 

administratif akibat perubahan harga pasar, antara risiko perubahan 

nilai dari asset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. 

3. Risiko likuiditas adalah risiko yang di akibatkan ketidakmampuan 

bank dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber 
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pendanaan arus kas dan atau asset likuiditas berkualitas tinggi yang 

dapat diagunkan, tanpa menganggu aktivitas dan kondisi keuangan 

bank. 

4. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses 

internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan 

manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian-kejadian eksternal 

yang mempengaruhi operasional bank. 

5. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan kelemahan 

aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan 

perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, 

seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak/pengikat agunan yang 

tidak sempurna. 

6. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan 

para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif 

terhadap bank.   

7. Risiko strategis adalah risiko akibat ketidakpastian dalam pengambilan 

dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam 

mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. 

8. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak memenuhi dn tidak 

melaksanakan peraturan perundang-undangan dari ketentuan yang 

berlaku serta prinsip syariah. 

b. Ada beberapa tahapan dalam manajemen risiko sebagai berikut: 

1. Identifikasi risiko 
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2. Analisa dan evaluasi risiko di tinjau dari nilai risiko (severity) dan 

frekuensinya  

3. Penyusunan prioritas untuk menentukan pengendalian yang di 

perlukan  

4. Pengendalian risiko.  

c. Tujuan  dari penerapan manajemen risiko sebagai berikut: 

1. Melindungi perusahaan dari risiko signifikan yang dapat menghambat 

pencapaian tujuan perusahaan dan mengamankan asset perusahaan 

yang meliputi sumber daya manusia, modal, aktiva, dan reputasi.  

2. Memberikan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten atas 

risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi dalam perusahaan  

3. Mendorong manajemen untuk bertindak proaktif mengurangi risiko 

kerugian, menjadi sumber keunggulan bersaing, dan keunggulan 

kinerja perusahaan  

4. Mendorong setiap individu dalam perusahaan untuk bertindak hati-hati 

dalam menghadapi risiko perusahaan, sebagai upaya untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan dan pemegang saham serta 

memenuhi harapan para pemangku kepentimgan lainya.  

Tujuan utama dari manajemen risiko itu sendiri adalah untuk 

meminimalisir terjadinya penurunan penghasilan yang di raih oleh suatu 

perusahaan, dan di harapkan dapat membantu perusahaan untuk bergerak 

secara maksimal pada modal dan struktur kepemilikan.Suatu perusahaan 

dapat menarik investor apabila perusahaan tersebut memahami dan 
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mampu mengelola risiko dengan baik, risiko tidak dapat di hilangkan 

tetapi risiko bisa di minimalisir. 

Menurut William T  Thornhol tujuan dari manajemen risiko adalah 

untuk memproteksi asset dan laba sebuah organisasi dengan mengurangi 

potensi kerugian sebelum hal tersebut terjadi.  

d. Manfaat manajemen risiko  

1. Mendukung pencapaian tujuan  

2. Mengurangi kemungkinan kesalahan fatal 

3. Menyadari bahwa risiko dapat terjadi apabila pada setiap aktivitas dan 

tingkatan dalam organisasi sehingga setiap individu harus mengambil 

dan mengelola risiko masing-masing sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawabnya.  

3. Good Corporate Governance (GCG)  

Good Corporate Governance (GCG)  mulai menarik perhatian publik 

Indonesia sejak 1998 ketika krisis ekonomi melanda Indonesia.Apalagi ketika 

Asian Development Bank (ADB), Political and Economic Risk 

Consultancy(PERC) menyimpulkan bahwa salah satu penyebab krisis 

ekonomi ini adalah tidak di penuhinya syarat-syarat pengelolaan korporasi 

yang memadai.Good Corporate Governance (GCG)  dapat diartikan sebagai 

tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan peraturan dan ketentuan 

yang berlaku. 

Menurut moeljono (2005 : 88) mengemukakan bahwa Good Corporate 

Governance (GCG) dapat di artikan sebagai prinsip dasar tata kelola usaha. 
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Pieris dan jim (2008  : 131) mengemukakan bahwa Good Corporate 

Governance (GCG) dapat di artikan sebagai kepemerintahan yang baik atau 

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif, sesuai dengan 

peraturan dan ketentuan yang berlaku. Komite nasional kebijakan Corporate 

Governance dalam bukunya Faisal (2003: 3) mendefinisikan bahwa Corporate 

Governance sebagai struktur, sistem dan proses yang digunakan organ 

perusahaan yang berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang 

saham, dan tetap memperhatikan stakeholder lainnya yang berlandaskan 

peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku.
19

 

Tunggal dan Amin (2002: 3) bahwa Good Corporate Governance 

(GCG) adalah sebagai suatu hal yang berkaitan dengan pengambilan 

keputusan yang efektif yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai, 

sistem, proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi perusahaan yang 

bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan perusahaan, 

pengelolaan sumberdaya dan resiko secara lebih efisien dan efektif, dan 

pertanggungjawaban perusahaan dan pemegang saham dan stakeholders 

lainnya.
20

 

Di Indonesia, sangat penting bagi dunia usaha untuk menerapkan tata 

kelola perusahaan yang baik (GCG). Good Corportate Governance (GCG) 

adalah struktur dan sistem yang mengontrol bagaimana perusahaan dikelola 

                                                           
19

Moeljono, Djokosantoso, 2005, Cultured, Budaya Organisasi dalam Tantangan, penerbit : Elex 
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untuk menciptakan nilai ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan bagi 

pemangku kepentingan dan pemegang sahamnya.   

menurut keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 adalah suatu proses atau struktur yang di 

gunakan oleh BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan 

akuntabilitas  perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam 

jangka waktu panjang dan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders 

lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai etika. 

Sehubungan dengan berlakunya Keputusan Menteri Negara BUMN, maka 

selama ini ketentuan tersebut di gunakan sebagai dasar penerapan Good 

Corporate Governance (GCG) , yaitu Keputusan Menteri Negara BUMN 

Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik Good Corporate 

Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara tanggal 1 Agustus 2011, 

maka defenisi Good Corporate Governance (GCG) berubah menjadi prinsip-

prinsip yag di mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan 

berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.  

a. Defenisi Good Corporate Governance (GCG)  

Menurut Sri Sulistyanto yang di kutip oleh Desmadi Saharauddin 

menyatakan bahwa konsep Good Corporate Governance (GCG) 

berkembang bersamaan dengan tuntutan masyarakat yang mengharapkan 

adanya kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggungjawab. 
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Tuntutan ini timbul karena banyakna kasus-kasus penyimpangan yang 

terjadi dalam dunia korporasi di seluruh dunia.
21

 

Selain itu menurut mishardi konsep Good Corporate Governance 

(GCG) adalah sesuatu yang saatnya di implementasikan dalam 

perusahaan-perusahaan di Indonesia, karena melalui konsep yang 

menyangkut struktur perseroan, yang terdiri dari unsure-unsur RUPS, 

direksi, dan komisaris dapat terjalin hubungan dan mekanisme kerja, 

pembagian tugas, kewenangan, dan tanggungjawab baik secara intern 

maupun ekstern dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan demi 

kepentingan shareholdersdan stakeholders.
22

 

Sedangkan menurut Veitzal Rivai dan Rifki ismal secara umum 

istilah governance lebih di tujukan untuk sistem pengendalian dan 

pengaturan perusahaan dalam arti lebih di tujukan pada tindakan yang di 

lakukan eksekutif perusahaan agar tidak merugikan para 

stakeholders.Good Corporate Governace umumnya menyangkut orang, 

etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik.
23

 

Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu POJK 

Nomor 55/POJK.03/2016 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum, 

bahwa tata kelola yang baik adalah suatu tata cara pengelohan bank yang 
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menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan transparan (transparency), 

akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), 

indepedensi (indepedency), dan kewajaran (fairness).
24

 

Menurut pendapat para ahli di atas, Good Corporate Governance 

(GCG) dapat disimpulkan sebagai suatu sistem (input, proses, output) dan 

seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang 

berkepentingan (stakeholders) khususnya antara pemegang saham, dewan 

komisaris, dan dewan direksi, untuk mencapai tujuan bisnis lebih lanjut. 

Good Corporate Governace di maksudkan untuk mengatur dan mencegah 

terjadinya kesalahan yang signifikan dan untuk memastikan bahwa 

kesalahan yang terjadi dapat di perbaiki segera, berdasarkan prinsip 

korporasi yang sehat guna menjaga kestabilan hubungan antara individu, 

stakeholders, shareholders, job description, kewenangan dan 

tanggungjawab sesuai dengan struktur dan mekanisme kerja yang jelas.  

b. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)  

Dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai lembaga 

intermediasi dan lembaga kepercayaan, bank harus berpegang pada prinsip 

keterbukaan (Transparacy), memiliki ukuran kinerja dari seluruh jajaran 

bank berdasarkan ukuran yang selaras dengan nilai-nilai perusahaan, 

tujuan usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank 

(accountability), berpegang teguh pada praktik kehati-hatian dalam 

menjamin dilaksanakannya ketentuan berlaku sebagai wujud tanggung 
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jawab bank (responsibility), objektif dan bebas dari tekanan pihak 

manapun dalam pengambilan keputusan (independency), serta selalu 

memperhatikan stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran 

(fairness). Dalam hubungan dengan prinsip tersebut bank perlu 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:  

1. Akuntabilitas (Accountability)  

a. Bank harus menerapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-

masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran 

usaha, dan strategi perusahaan. 

b.  Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank 

mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan 

memahami peranannya dalam pelaksanaan GCG.   

c.  Bank harus memastikan adanyacheck and balance system dalam 

pengelolaan bank.   

d. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran 

pengelolaan bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati, 

konsisten dengan nilai perusahaan (Corporate values), sasaran 

usaha dan strategi bank serta memiliki rewards and punishment 

system.   

2. Tanggung jawab (Responsibility)  

 Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus :  

a. Berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential banking practice) 

dan menjamin dilaksanakan ketentuan yang berlaku. 
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b.  Bank harus bertindak sebagai Good Corporate Citizen 

(perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan 

melaksanakan tanggung jawab sosial.   

3. Kemandirian (Indepedency) 

a. Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh 

stakeholders manapun dan tidak mudah terpengaruh oleh 

kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan 

(conflict of interest). 

b. Bank dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari 

segala tekanan dari pihak manapun.  

4. Kewajaran (fairness)   

a. Bank harus selalu memperhatikan kepentingan seluruh 

stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (Equal 

treatment).   

b.  Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh 

stakeholdersuntuk memberikan masukan ataupendapat bagi 

kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi yang 

sesuai dengan prinsip keterbukaan. 

Menurut Bambang Rianto bahwa pelaksanaan Good Corporate 

Governance (GCG) harus di berdasarkan lima prinsip dasar, sebagai 

berikut: 

Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam 

mengemukakan informasi yang material dan relevan serta terbuka atau 
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jujur dalam proses pengambilan keputusan. Keterbukaan atau kejujuran 

sangat diperlukan dalam suatu perusahaan dengan tujuan agar terciptanya 

hubungan yang harmonis dan menghindari adanya kecurangan.  

Keterbukaan atau kejujuran adalah kunci dari keberhasilan. Jika prinsip ini 

di terapkan maka usaha yang dijalankan akan bertahan lama. Dalam hadits 

dari sahabat „Abdullah bin Mas‟ud radhiyallahu „anhu juga dijelaskan 

keutamaan sikap jujur dan bahaya sikap dusta. Ibnu Mas‟ud menuturkan 

bahwa Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: 

ٌََّ إ  َو  َانْث س  ََ هْد يَإ نً  دْق  َانص  ٌَّ دْق َف إ  ىَْت انص  ُْك  ه  ََع  ََ هْد يَإ نً  انْث سَّ

َ ُْد  َع  ََ كْت ة  تًَّ َح  دْق  يَانص  سَّ َ ت ح  َو  ََ صْد ق  م  ج  َانسَّ ال  اََ ز  ي  َُّة َو  انْج 

َ ٌَّ إ  ىز َو  َانْف ج  ََ هْد يَإ نً  ر ب  َانْك  ٌَّ َف إ  ر ب  انْك  ىَْو  َّاك  إَ  َماًَو  د  ص   َ اللهَّ

َ ال  اََ ز  ي  َانَُّاز َو  ََ هْد يَإ نً  ىز  َانْف ج  ر ب  يَانْك  سَّ َ ت ح  َو  ََ كْر ب  م  ج  انسَّ

اتاً رَّ ك   َ ُْد َاللهَّ َع  ََ كْت ة  تًَّ  ح 

 Artinya:  

“Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya 

kejujuran akan megantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya 

kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang 

senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan 

dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian 

dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan 

mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan 

mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan 

berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah 

sebagai pendustaَ”(HR. Muslim).  

 

1. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan 

pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaanya berjalan 

secara efektif.  
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2. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian pengelolaan 

bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-

prinsip pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.  

3. Professional (professional), yaitu memiliki kompetensi, mampu 

bertindak objektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak 

manapun (independen)serta memiliki komitmen yang tinggi untuk 

mengembangkan bank mandiri syariah.  

4. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi 

hak-hak para pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25

 

c. Tujuan dan manfaat Good Corporate Governance (GCG)  

Secara umum, penerapan prinsip good corpotare governance 

memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut: 

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun  

2. Mendapatkan cost of capital yang lebih murah 

3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja 

ekonomi perusahaan 

4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari stakeholders terhadap 

perusahaan  

5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.
26

 

                                                           
25

Bambang Rianto Rustam, Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba 

Empat, 2013),.397-398.  
26

Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, Penerapan  Good  Corporate  Governance,  

Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi  Kelangsungan Usaha,. 68. 



 
 

 

24 
 

Selain itu tujuan yang di peroleh dengan di terapkannya Good 

Corporate Governance (GCG) sebagai berikut: 

a. Dengan di Good Corporate Governance (GCG) proses pengambilan 

keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan 

menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efesiensi 

serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. Ketiga hal ini jelas 

sangat berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sehingga 

kinerja perusahaan akan mengalami peningkatan. 

b. Good Corporate Governance (GCG) akan memungkinkan di 

hindarinya atau sekurang-kurangnya dapat meminimalkan tindakan 

penyalagunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan 

perusahaan. Hal ini tentu menekan kemungkinan kerugian bagi 

perusahaan maupun pihak berkepentingan lainnya sebagai akibat 

tindakan tersebut.  

c. Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari 

meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan 

perusahaan tempat mereka berinvestasi. Peningkatan kepercayaan 

investor kepada perusahaan dapat memudahkan perusahaan mengakses 

tambahan dana yang di perlukan untuk berbagai keperluan perusahaan, 

terutama untuk tujuan ekspansi. 

d. Bagi para pemegang saham, dengan peningkatan kinerja akan 

menaikkan nilai saham mereka dan juga nilai dividen yang akan 

mereka terima. Bagi negara, hal ini juga menaikkan jumlah pajak yang 
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di bayarkan oleh perusahaan yang berarti akanterjadi peningkatan 

penerimaan negara dari sector pajak. Apalagi bila perusahaan yang 

bersangkutan berbentuk perusahaan BUMN, maka peningkatan kinerja 

tadi juga dapat meningkatkan penerimaan negara dari pembagian laba 

BUMN. 

e. Karena dalam praktik Good Corporate Governance (GCG) karyawan 

di tempatkan sebagai salah satu stakeholders yang seharusnya di kelola 

dengan baik oleh perusahaan, maka motivasi dan kepuasan kerja 

karyawan juga di perkirakan akan meningkat. Peningkatan ini dalam 

tahapan selanjutnya tentu dapat pula meningkatkan produktivitas dan 

rasa memiliki terhadap perusahaan.  

f. Dengan baiknya pelaksanaan corporate governance, maka tingkat 

kepercayaan para stakeholders kepada perusahaan akan meningkat 

sehingga citra positif perusahaan akan naik. Hal ini tentu saja dapat 

menekan biaya (cost) yang timbul sebagai akibat tuntutan para 

stakeholderskepada perusahaan.  

g. Penerapan corporate governance yang konsisten juga akan 

meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Manajemen 

cenderung untuk tidak melakukan rekayasa terhadap laporan 

keuangan, karena adanya kewajiban untuk memenuhi berbagai aturan 

dan prinsip akuntansi yang berlaku dan penyajian informasi secara 
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transparan.
27

 dan prinsip akuntansi yang berlaku dan penyajian 

informasi secara transparan.
28
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian Kualitatif  

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik, dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah 

(Moleong, 2006:6).
29

 Penelitian deskriptif menurut Arikunto (2005:234) adalah 

penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui informasi mengenai status gejala 

yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian 

dilakukan.
30

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Adapun lokasi penelitian ini yaitu pada BSI KCP Masamba. Penelitian ini 

di laksanakan pada bulan desember 2022. 

C. Informan Penelitian   

Informan penelitian adalah orang, benda maupun sesuatu tempat data 

untuk variabel yang dipermasalahkan. Adapun informan dalam penelitian ini 

adalah kepala cabang BSI KCP Masamba. Dalam penelitian ini teknik 

pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling merupakan 

teknik penentuan sampel dimana terdapat pertimbangan khusus sehingga layak 

dijadikan sampel. 

 

                                                           
29
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D. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.Data 

primer adalah data yang langsung dari sumber data pertama dilokasi penelitian 

atau objek penelitian.
31

 Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil 

wawancara dengan ketua cabang BSI KCP Masamba.  

E. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan teknik wawancara merupakan salah satu metode 

pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan 

pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). 

Komunikasi tersebut dapat dilakukan dengan cara “face to face”, artinya peneliti 

(pewawancara). berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan hal 

yang ingin diketahui dan jawaban responden dicatat, direkam, bisa juga di video 

oleh pewawancara.
32

 

F. Analisis Data 

Data dan informasi yang sudah terkumpul selanjutnya penulis melakukan 

pemeriksaan data (editing), tahap selanjutnya adalah sesuai dengan teknik dalam 

penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis isi 

(content analysis).
33

 Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah 
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pemeriksaan data (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), analisis 

(analyzing), dan tahap terakhir adalah kesimpulan (concluding).  

a. Pemeriksaan data (editing) 

Kegiatan editing adalah membenarkan jawaban yang kurang jelas, 

meneliti jawaban-jawaban responden sudah lengkap atau belum, 

menyesuaikan jawaban yang satu dengan lainnya serta lain-lain kegiatandalam 

rangka lengkap sempurnanya jwaban responden.
34

 

b. Klasifikasi (classifying) 

klasifikasi(classifying), yaitu setelah ada data dari sumber, kemudian 

diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh 

terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh 

dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. 

c. Verifikasi (verifying) 

verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti 

untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini peneliti 

melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap 

kenyataan yang ada dilapangan guna memperolehkeabsahan data. 

d. Analisis (analyzing) 

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur data, 

mengorganisasikan kedalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. 

Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan 
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menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi.
35

 

e. Kesimpulan (concluding) 

Kesimpulan dikemukakan secara menyeluruh tetapi berurutan dari hal 

yang bersifat umum baru ke hal-hal yang bersifat lebih khusus.Berdasarkan 

penemuan-penemuan lapangan, analisis data dan hasil kesimpulan yang 

dirumuskan dijadikan dasar bagi perumusan saran-saran.
36

 

G. Teknik Uji Keabsahan Data 

a. Triangulasi  

Triangulasi merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti 

pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Jika dilihat dari banyak sudut 

pandang, maka fenomena yang dapat diteliti dapat dipahami secara 

menyuluruh dan kebenaran tingkat tinggi dapat diperoleh. Dengan 

meminimalkan dispararitas yang muncul selama pengumpulan dan analisis 

data, triasngulasi berupaya memverifikasi keakuratan data atau informasi yang 

dikumpulkan oleh peneliti dari beberapa sudut pandang.  

b. Perpanjang Waktu Penelitian  

Perpanjang waktu penelitian dilakukan apabila masih terdapat data yang 

belum sepenuhnya sahih, sehingga peneliti menggunakan perpanjang 

penelitian untuk meningkatkan derajat keabsahan data yang di peroleh. 

c. Pengecekan Sejawat  
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Pengecekan sejawat yakni dengan cara peneliti mengadakan diskusi 

dengan rekan-rekan yang mempunyai pengetahuan umum yang sama dengan 

hal yang diteliti.  

H. Defenisi Istilah  

Untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat membingunkan bagi para 

pembaca maka penulis mempertegas istilah-istilah yang di anggap penting 

untuk di berikan penjelasan agar pembaca lebih memahami isi dari penelitian 

ini.  

a. Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas mengenai 

bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan 

berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai 

pendekatan manajemen secara komperensif dan sistematis.  

b. Good corporate governance (GCG) adalah sebagai suatu hal yang 

berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif yang bersumber 

dari budaya perusahaaan, etika, nilai, sistem, proses bisnis, kebijakan 

dan struktur organisasi perusahaan yang bertujuan untuk mendorong 

dan mendukung pengembangan perusahaan, pengelolaan sumber daya 

dan resiko secara lebih efesien, efektif dan pertanggungjawaban.  
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BAB IV  

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA 

A. Deskripsi Objek Penelitian   

1. Gamabaran umum lokasi penelitian 

a. Sejarah umum perusahaan  

 Berdirinya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang resmi beroprasi 

melayani nasabah mulai tanggal 1 Februari 2021 kemarin akan menjadi 

catatan sejarah merger bank tercepat di dunia. “ ini merger tercepat di dunia, 

karena hanya dalam 11 bulan dengan timeline yang ketat” kata Hery Gunardi, 

Direktur utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dalam diskusi virtual 

dengan pemimpin redaksi media massa yang diikuti Tribunnews di Jakarta, 

selasa (2/2/2021). Dalam kurun waktu tersebut, seluruh proses dan rangkaian 

seperti penandatanganan akta penggabungan atau merger, penyampaian 

keterbukaan, dan perolehan izin dari OJK telah berjalan dengan baik dan 

sesuai ketentuan.Total asset sebesar Rp 240 triliun per desember 2020 dan 

menempatkan Bank ini di posisi ke tujuh bank beraset terbesar di Indonesia 

dengan didukung sekitar 1.200 kantor cabang. 

b. Perjalanan BSI   

BSI merupakan bank syariah hasil penggabungan (merger) tiga bank 

BUMN meliputi Bank BRI, Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri.  

1. Pada tahun 2016, otoritas jasa keuangan atau OJK menyiapkan peta jalan atau 

roadmap pengembangan keuangan syariah.  
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2. 2019, otoritas jasa keuangan atau OJK mendorong bank syariah dan unit 

usaha syariah milik pemerintah berkonsolidasi atau merger perbankan. Di 

antaranya  PT Bank Syariah Mandiri, PT BNI Syariah, PT Bank BRI, Unit 

Usaha Syariah, PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk.  

3. 2 Juli 2020, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir berencana 

menggabungkan bank syariah BUMN  yaitu BRI, BNI Syariah, BTN Syariah, 

dan Mandiri Syariah.    

4. Oktober 2020, pemerintah secara resmi mengumumkan rencana merger bank 

syariah dari tiga bank himbara yaitu BRI, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah.     

5. 11 desember 2020, konsolidasi Bank Syariah Himbara menetapkan nama 

perusahaan hasil merger menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.  

6. 27 Januari 2021, OJK secara resmi mengeluarkan izin merger usaha tiga bank 

syariah. Surat itu terbit dengan Nomor SR-3/PB.1/2021 

7. 1 Februari 2021, Presiden Jokowi meresmikan PT Bank Syariah Indonesia 

Tbk atau Bank Syariah Indonesia.  

   Direktur Utama PT Bank Syariah Tbk (BSI) Hery Gunardi mengatakan, 

bisnis BSI akan di jalankan dengan prinsip maqashid al syariah yang sejalan 

dengan prinsip sustainable finance. Sejalan dengan prinsip tersebut, bisnis 

BSI juga akan di kelola senafas dengan semangat menjaga agama, menjaga 

jiwa, menjaga pikiran. “ Bank Syariah memiliki konsep berbeda yang dapat di 

optimalkan untuk melakukan pemerataan ekonomi umat melalui fungsi 

intermediari, dan penyaluran pajak, zakat, serta dana kebajikan,” ujar Hery 

Gunardi dalam presentase di acara diskusi membedah Bank Syariah Indonesia 
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dengan pemimpin redaksi  media massa yang diikuti tribunews, di Jakarta, 

selasa (2/2/20210). Investor atau deposan berasal dari perorangan dan 

institusi berupa deposito, tabungan dan giro dengan akad yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah. Hery juga menjelaskan untuk menjawab tantangan 

yang di hadapi bank syariah, diperlukan sinergi dari seluruh pemangku 

kepentingan. Ke depan, BSI juga akan menjaring investor asal timur tengah 

untuk masuk memperkuat struktur permodalan bank beraset Rp 240 triliun 

(per desember 2021) ini sebagai pemegang sahamnya.  

Bank Syariah Indonesia akan garap 3 sektor bisnis strategis, ketiga sektor 

tersebut adalah sektor UKM, UMKM, dan Mikro, segmen ritel, serta sektor 

korporasi wholesale. Menurut Hary, bisnis bank syariah di Indonesia tumbuh 

lebih ketimbang bank konvensional selama masa pandemi. Ini karena bank 

syariah menerapkan prinsip bagi hasil dalam pengelolaan bisnisnya. Saat 

kondisi ekonomi memburuk, system di bank syariah akan langsung 

menyesuaikan dengan kondisi bisnis nasabahnya. Sementara pada bank 

konvensional, masih harus menghitung ulang besaran suku bunga yang 

dikenakan, dan sebagainya. Asset bank syariah di Indonesia naik 10,97% 

secara tahunan (year on year), lebih tinggi dari kenaikan asset bank 

konvensional yang hanya naik 7,7% secara tahunan. Begitu pula jika dilihat 

dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah yang tumbuh 11,56% secara 

tahunan (year on year).  

2. Visi dan Misi BSI KCP Masamba  
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Dari hasil penelusuran penulis, adapun visi dan misi dari BSI KCP 

Masamba sebagai berikut: 

Visi : Top 10 global Islamic bank, menciptakan bank syariah yang masuk 

ke dalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 

5 tahun ke depan. 

Misi :   

a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.  

Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan 

asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.  

b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para 

pemegang saham.  

Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan 

valuasi kuat (PB>2). 

c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggan para talenta terbaik 

Indonesia.  

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan 

masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan 

dengan budaya berbasis kinerja.  

3. Struktur Organisasi BSI KCP Masamba 

Struktur organisasi merupakan suatu bentuk tatanan struktural pembagian 

tugas yang telah di sepakati, selain itu struktur organisasi juga di  buat agar 

karyawan yang memiliki kesadaran akan tanggung jawab dalam 

menjalankan tugasnya.  
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Adapun struktur organisasi Bank BSI KCP Masamba adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 struktur organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Produk dan layanan BSI KCP Masamba 

Adapun produk dan layanan yang tersedia pada bank syariah Indonesia 

(BSI) KCP Masamba adalah sebagai berikut: 

a. Customer  

- Dana Pensiun 

- Dana Pra Pensiun 

- Mitraguna/Impian  

- KUR 

- Griya Hasanah 

b. Pawing Officer 

- Gadai Emas  

Branch Manager 

Operation Bisnis 

BOSM Gadai 

BO CS Teller 

Costumer 

COS POC 

CSE TAD SF 
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- Cicil Emas 

c. Tabungan  

- Mudharabah 

- Wadiah 

d. Deposito  

e. Giro 

f. Oto BSI 

5. Lokasi Perusahaan  

   Adapun alamat kantor Bank BSI KCP Masamba, jln. Muh. Hatta. 

Kelurahan baliase kec. Masamba.  

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Pada hasil penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada branch 

manager KCP Masamba yakni: 

Responden : 

Nama   : sadly   

Umur    : 36 Tahun 

Jabatan  : Branch Manager, BSI KCP Masamba 

Alamat   : Jln. Muh. Hatta. Kelurahan Baliase Kec. masamba 

1. Penerapan manajemen risiko pada BSI KCP Masamba 

Manajemen risiko telah diterapkan secara efektif oleh Bank Syariah 

Indonesia KCP Masamba sepanjang tahun ini. Manajemen risiko mendorong 

seluruh pekerja untuk berperan aktif dalam mengelola risiko sesuai dengan 
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peran dan tanggungjawab masing-masing. BSI KCP Masamaba menganggap 

penting bagi seluruh pekerja untuk lebih sadar akan risiko. 

BSI KCP masamba mengendalikan risiko yang timbul dalam menjalankan 

bisnis dan memberikan layanan bank secara proaktif melalui sistem control 

yang terukur dan menghitung pengembalian yang dapat diterima atas risiko 

yang diambil. Manajemen risiko berupaya memberikan nilai tambah jangka 

panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.  

 “Manajemen risiko itu sangat penting di perbankan dalam penerapan 

manajemen risiko itu ada istilah yang namanya tiga pilar yaitu pihak bisnis, 

pihak reviewer, dan pihak operasional. Jadi setiap pengambilan risiko selalu 

melibatkan tiga pihak ini supaya keputusan yang di ambil adalah keputusan 

yang terbaik.”
37

  

 

Dari hasil wawancara di atas¸ penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam 

penerapan manajemen risiko pada Bank Syariah Indonesia KCP Masamba 

menerapkan 3 pihak yaitu:  

a. Pihak bisnis bertanggungjawab untuk mengelola eksposur risiko 

bisnis sehari-hari mereka. Unit bisnis harus mengenali, menilai, 

mengelola, dan mengurangi risiko yang melekat pada bisnisnya 

masing-masing.  

b. Pihak reviewer berperan dalam memberikan pertahanan melalui 

fungsi pemantauan yang independen. Unit manajemen risiko 

melakukan evaluasi dan merekomendasikan batasan dan mitigasi 

risiko terhadap produk dan aktivitas bisnis, kemudian bekerja sama 

dengan unit bisnis untuk memastikan bahwa risiko yang di ambil oleh 
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unit bisnis telah teridentifikasi secara akurat, terukur dan dikelola 

sesuai dengan parameter yang telah di setujui dan dilaporkan kepada 

para pihak terkait, unit kepatuhan mengelola risiko kepatuhan dan 

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh peraturan yang 

di terbitkan oleh Bank Indonesia dan otoritas lainnya yang memiliki 

kewenangan menerbitkan peraturan telah di sosialisasikan dan diikuti 

oleh seluruh unit bisnis terkait di seluruh aktivitas bank dan tingkatan, 

organisasi.  

c. Pihak Operasional berperan sebagai pertahanan tingkat ke tiga bisnis 

partner yang membantu bank dalam kerangka kerja manajemen risiko. 

Pihak operasional bertugas untuk melakukan control dengan 

memeriksa dan mengaudit secara independen keefektifan proses unit 

pendukungnya serta memastikan bahwa mereka telah memenuhi 

kewajibannya dan mematuhi semua kebijakan dan prosedur yang 

berlaku, Ini melindungi Bank dari segala risiko. kemudian hasil 

laporan audit internal akan dilaporkan kepada dewan direksi dan 

dewan komisaris.  

BSI KCP Masamba dalam menghadapi persaingan yang perbankan 

yang sangat ketat dengan competitor dalam sumber daya saing adalah:  

1. meningkatkan pelayanan servis nasabah yang baik.  

2. meningkatkan pelayanan petugas yang intensif dilapangan, 

peningkatan persaingan teknologi, mengingat kondisi sekarang 

dengan jaman yang semakin menunjukkan kecanggihan teknologi 
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dengan cara meningkatkan pelayanan E-Banking yaitu, menambah 

kapasitas ATM (anjungan tunai mandiri) yang bisa digunakan untuk 

pengisian pulsa seluler, tarik tunai, transfer. Tidak hanya peningkatan 

ATM dalam peningkatan teknologi BSI mempunyai layanan CMS 

(cash manajemen sistem) yang bertujuan unutk kemudahan transaksi 

nasabah perusahaan dengan aman dan nyaman dalam memperoleh 

informasi bank, internet banking dll.   

3. Meningkatkan inovasi produk, dalam inovasi produk BSI KCP 

Masamba melakukan inovasi bermacam-macam produk dan sampai 

saat ini BSI KCP Masamba mempunyai berbagai macam produk 

antara lain: tabungan valas, tabungan haji indonesia, tabungan haji 

muda Indonesia, deposito valas, tabungan easy mudharabah, tabungan 

pendidikan, tabungan bisnis, tabunganku, tabungan pensiun, tabungan 

efek syariah, tabungan smart, tabungan prima, tapenas kolektif, 

tabungan payroll.   

4. Memperbanyak kantor   

5. Meningkatkan promosi, promosi yang dilakukan BSI adalah melalui 

radio, spanduk, sosial media, dan iklan di TV.  

Pemaparan strategi dalam menghadapi competitor diatas sesuai 

dengan pernyataan Bapak Sadly selaku Branch Manager BSI KCP 

Masamba mengatakan bahwa:  

“persaingan itu sehat, karena dengan adanya persaingan maka akan 

muncul inovasi-inovasi baru yang positif, startegi bank dalam kekuatan 

sumber daya saing adalah dengan beradu pelayanan, semakin gencar 
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berinovasi produk, meningkatkan petugas yang intensif dilapangan, 

perbaikan jaringan komunikasi, teknologi, perbanyak kantor, dan promosi 

yang semkain gencar”.
38

 

Bapak Sadly juga mengemukakan startegi BSI KCP Masamba dalam 

mengembangkan sumber daya manusia dalam melengkapi risiko bank 

yaitu: 

“mengembangkan strategi dalam melengkapi risiko bank adalah 

dengan cara perekrutan staff yang berkualitas yang tepat dan terlatih 

untuk memungkinkan kepatuhan pemeliharaan prosedur manajemen 

risiko yang telah ditetapkan. Perekrutan dimulai dari interview, psikotest, 

kesehatan jasmani dan rohani,dan training”.
39

 

BSI KCP Masamba dalam mengembangkan dalam melengkapi 

pengembangan risiko sumber daya adalah dengan cara merekrut staff 

yang berkualitas dan terlatih untuk dapat mematuhi dan memelihara 

prosedur risiko bank yang telah ditetapkan dengan beberapa langkah 

yaitu:  

a. Interview, semua calon karyawan harus melewati interview, 

interview dilakukan oleh pimpinan cabang, pimpinan kantor 

cabang pembantu. 

b. Psikotes, setelah calon karyawan lulus tes interview maka 

selanjutnya adalah psikotes yang bertujuan untuk mengetahui 

keadaan karakter psikologis secara mental calon karyawan.  

c. Kesehatan, test kesehatan dilakukan setelah calon karyawan lulus 

psikotes maka akan melakukan tes secara jasmani dan rohani.  
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d. Dan setelah karyawan dinyatakan masuk maka akan diberikan 

training secara class dan learning by doing, training class dengan 

pemberian materi-materi perbankan, training learning by doing 

diberikan dengan kerja sambil training.  

BSI KCP Masamba dalam menentukan tingkat toleransi risiko 

dewan direksi dan dewan eksekutif sudah membahas tingkat risiko yang 

diambil secara nasional dan perwilayah, BSI mempunyai pusat data dan 

tim ahli yang ditugaskan menganalisa setiap transaksi keuangan, BSI juga 

mempunyai satuan tim audit (SKAI) yang setiap tahun memeriksa semua 

kantor, dan ditingkat kantor cabang juga ada Branch quality assurance 

(BQA) yang mempunyai tugas untuk memeriksa secara rutin setiap 

kegiatan operasional dan pembiayaan bank dan hasilnya setiap tahun 

kinerja BQA juga akan diperiksa oleh SKAI, dan pemeriksaan juga 

berlanjut dengan akuntan public,  KAP yang dipakai oleh BSI adalah 

(KAP) Purwanto, suherman, dan surja (anggota Ernst & young global). 

Dan hasil pemeriksaan yang akan dipublikasikan ke umum adalah laporan 

konsolidasi BSI. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh bapak Bahrun 

hamid selaku Branch Manager BSI KCP Masamba dalam interviewnya 

yaitu: 

“untuk meningkatkan tingkat toleransi risiko dewan direksi dan dewan 

eksekutif sudah membahas tingkat risiko yang diambil secara nasional dan 

perwilayah, kita juga mempunyai pusat data dan tim ahli yang ditugaskan 

menganalisis setiap transaksi keuangan, kita juga mempunyai satuan tim 

audit (SKAI) yang setiap tahun memeriksa semua kantor, dan di kantor 

cabang juga ada Branch quality assurance (BQA) yang mempunyai tugas 

untuk memeriksa secara rutin setiap kegiatan operasional dan pembiayaan 
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bank dan hasilnya akan diperiksa SKAI, kita juga diperiksa akuntan 

public,  KAP yang dipakai anggota Ernst & young global yang sudah 

dalam lingkup internasional”.
40

  

Dalam praktiknya BSI dalam merencanakan dan menentuka tingkat 

toleransi risiko yang disetujui oleh beberapa pihak yaitu: Bank Indonesia, 

OJK (otoritas jasa keuangan), tim direksi dan juga komisaris BSI akan 

disampaikan kedalam organisasi meliputi, bank pusat, cabang-cabang dan 

juga kantor cabang pembantu dan pelaksanaanya juga sudah di 

monitoring. Hal ini seperti yang telah dipaparkan bapak Sadly selaku 

Branch Manager: 

“tingkat toleransi risiko yang disetujui dibicarakan oleh BI, OJK, 

dewan direksi maupun komisaris akan disampaikan ke jajaran bawah dan 

akan dimonitoring pelaksanaanya”.
41

  

Dalam menerapkan manajemen risiko BSI KCP Masamba telah 

mengelola delapan risiko, antara lain: 

1. Risiko Pembiayaan  

Risiko pembiayaan pada umumnya merupakan risiko utama bank 

yang berasal dari konsekuensi bank sebagai pemberi pinjaman. Risiko 

pembiayaan timbul akibat nasabah gagal memenuhi kewajibannya 

kepada bank. Upaya yang dilakukan BSI KCP Masamba dalam 

mengurangi terjadinya risiko pembiayaan adalah dengan cara 

menganalisa pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah BSI, 

yaitu dengan analisa 5 C yaitu:  
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a. Caracter, bagaimana siklus pembayaran nasabah kepada 

bank lain sebelum mengajukan ke BSI 

b. Capital, dilihat dari sisi modal, perputaran usaha 

c. Capacity, kemampuan membayar nasabah juga perlu 

dipertimbangkan, untuk PNS yang mengajukan pembiayaan 

KPR maka pembayarannya adalah 35% dari gaji 

angsurannya.  

d. Coleteral, kajian bagaimana jaminan yang diberikan 

nasabah kepada pihak BSI 

e. Condisi, dalam memberikan pembiayaan kondisi saat ini 

juga perlu dipertimbangkan.  

Dalam pengelolaan manajemen risiko pembiayaan BSI KCP 

Masamba terus melakukan pengembangan-pengembangan dalam segi 

teknologi dengan mengembangkan SMS Banking, Digital Banking, ATM 

dan untuk melengkapi teknologi dibutuhkan pengembangan sumber daya 

manusia yang mempunyai keimanan dan ketaqwaan.  

 Iinformasi yang disajikan oleh BSI kepada nasabah terkait 

pembiayaan adalah dokumen, kewajiban nasabah, dan aturan-aturan 

pembiayaan, pemaparan kelanjutan pembiayaan kedepannya. Sedangkan 

informasi yang diminta kepada nasabah BSI terkait dengan pembiayaan 

adalah informasi abstrak (checking kepada bank lain, BI, warga sekitar 

nasabah yang bersangkutan) dan absolut (KTP, legalitas usaha, laporan 

keuangan, rekening korana, jaminan, suarat tanah).  
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Jangka waktu pembiayaan yang diberikan BSI kepada nasabah 

tergantung pada pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, untuk KPR 

dibutuhkan waktu sekitar 2 hari, pembiayaan mikro membutuhkan waktu 

1-2 hari, untuk kredit dengan jaminan deposito 2-3 jam. Limit yang 

diberikan BSI adalah untuk KPR tidak terbatas, pembiayaan mikro 500 

juta. Dalam menangani kredit macet di BSI dilakukan tiga tahap yaitu: 

penagihan secara intentif, penyelamatan (3R, rescheduling perpanjangan 

waktu pembayaran, resctructuring, perubahan struktur pembiayaan, 

recondicioning, perubahan syarat pembiayaan), dan penyelesaian 

pembiayaan (penjualan jaminan/lelang/eksekusi pengadilan).  

Hal ini seperti dikemukakan oleh Bapak Sadly 

 “dengan analisa 5C “character, yaitu bagaimana ini mempunyai 

siklus pembayaran dengan bank lain, capital, kita lihat dari sisi perputaran 

usahanya bagaimana modalnya, capacity yaitu bagaimana kemampuan 

bayar nasabah, coleteral, kita lihat bagaimana jaminannya sesuai apa tidak, 

condisi, kita lihat bagaimana kondisi yang sedang terjadi saat ini”
42

 

2. Risiko Pasar  

Strategi risiko pasar BSI dalam bersaing denga competitor lain 

adalah dengan melakukan beberapa hal, yaitu: 

a. Menarik sebanyak-banyaknya dana murah lewat tabungan agar 

BSI KCP Masamba dalam melakukan pembiayaan bisa 

bersaing dengan competitor, dan hal yang dihindari BSI dalam 
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risiko pasar adalah dengan menarik dana mahal dengan 

menjual murah karena dapat merugikan pihak bank.  

b. Dengan penambahan dan pembangunan kantor, baik kantor 

cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas.  

c. Yang terakhir dengan  meningkatkan teknologi. 

Seperti yang dikemukakan Bapak Sadly, BSI KCP Masamba 

dalam meningkatkan pengelolaan manajemen risiko pasar adalah 

“dalam meningkatkan risiko pasar yang kita lakukan adalah 

menarik supaya ketika BSI melakukan pembiayaan bisa bersaing 

dengan competitor, dan hal yang kita dihindari adalah menarik  

dana mahal dengan menjual murah karena itu dapat merugikan 

kita, dan kita akan menambah kantor dan meningkatkan 

teknologi”
43

 

3. Risiko likuiditas  

Risiko likuiditas dapat terjadi ketika sebuah bank tidak dapat 

memenuhi kewajiban finansialnya kepada nasabah atau counter 

party secara tepat waktu dengan biaya yang wajar. Manajemen 

risiko likuiditas merupakan hal yang sangat penting karena dapat 

berdampak signifikan terhadap kelangsungan bisnis.  

BSI dalam memantau posisi likuiditas ada dua bagian sendiri, yaitu 

bagian treasury yang terletak di pusat, bagian treasury memiliki tugas 

utama mengelola likuiditas secara optimal untuk mencukupi kebutuhan 

operasional bank, kebutuhan nasabah dan pemenuhan cadangan likuiditas 
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sesuai ketentuan bank Indonesia (BI). Dan memantau posisi keuangan 

perbankan setiap transaksi keluar masuk uang perbankan, karena uang 

masuk dan keluar pada perbankan tidak hanya berhenti pada bagian teller 

saja, melainkan dikontrol oleh manajemen pusat, strategi untuk 

mengurangi posisi risiko likuiditas adalah dengan cara memperbanyak 

pendanaan pihak ke tiga dan meningkatkan pembiayaan yang sehat dan 

manajemen yang bagus, pendanaan akan meningkat dan baik jika berada 

pada dana murah.  

Bank senantiasa melakukan proses identifikasi atas sumber-sumber 

pendanaan, memelihara akses ke pasar uang, serta menetapkan strategi 

diversifikasi sumber pendanaan tersebut dari berbagai segmen termasuk 

melakukan behavior analysis atas dana pihak ketiga. Bank juga 

memastikan pemenuhan terhadap cadangan minimum (GWM). Kebijakan, 

prosedur dan metodologi pengukuran secara berkala, dievaluasi dan 

direview oleh risk managemen group bersama-sama dengan treasury 

group, dan apabila diperlukan pembaharuan dan senantiasa disesuaikan 

dengan kondisi terkini dan regulasi terkait. Manajemen senior secara 

berkala memantau eksposur dan startegi pengelolaan risiko likuiditas 

sekurangnya satu kali dalam satu bulan melalui rapat asset and liability 

community (ALCO).  

Hal ini Seperti yang dikemukakan Bapak Sadly 
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“kita ada bagian sendiri yang memantau posisi likuiditas, yaitu 

bagian treasury yang bertugas untuk menganalisa kita punya 

laporan keuangan, bagian treasury ada dipusat”
44

 

 

“dengan memperbanyak dana murah dan meningkatkan 

manajemen yang bagus, jadi pendanaan akan meningkat jika dalam 

posisi dana murah”
45

 

 

“untuk mengelola mengidentifikasi atas sumber-sumber 

pendanaan, memelihara akses ke pasar uang, serta menetapkan 

strategi diversifikasi sumber pendanaan tersebut dari berbagai 

segmen termasuk melakukan behavior analysis atas dana pihak 

ketiga. Bank juga memastikan pemenuhan terhadap cadangan 

minimum (GWM). Kebijakan, prosedur dan metodologi 

pengukuran secara berkala, dievaluasi dan direview oleh risk 

managemen group bersama-sama dengan treasury group, dan 

apabila diperlukan pembaharuan dan selalu disesuaikan dengan 

kondisi terkini dan regulasi terkait. Manajemen senior secara 

berkala memantau eksposur dan startegi pengelolaan risiko 

likuiditas sekurangnya satu kali dalam satu bulan melalui rapat 

asset and liability community (ALCO)”.
46

 

 

4.  Risiko operasional  

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibabkan 

oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses 

internal, kesalahan manusia, kegagalan system, dan adanya 

kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Faktor-

faktor yang menyebabkan terjadinya risiko operasional di BSI 

antara lain: 

a. Faktor dalam kegagalan proses internal, contohnya 

kesalahan pengirim dokumen kepada nasabah yang tidak 

berhak, kesalahan pembuka rekening dan transaksi. 

                                                           
44

 Sadly. Branch manager, wawancara dilakukan pada tanggal 20 februari 2021   
45

 Sadly. Branch manager, wawancara dilakukan pada tanggal 20 februari 2021   
46

 Sadly. Branch manager, wawancara dilakukan pada tanggal 20 februari 2021   
  



 
 

 

49 
 

Sumber risiko yang mengakibabkan terjadinya hal seperti 

yang dicontohkan adalah kesalahan pembuatan model 

dan metodologi dan kesalahan dalam membuat 

rancangan urutan kerja dengan tahapan proses yang tidak 

jelas.  

b. Faktor manusia, contohnya adalah kesalahan dalam 

melaksanakan transaksi dan prosedur, dll.  

c. Kegagalan teknologi, seperti jika bank mengganti 

teknologi yang lama dengan teknologi yang baru dan 

belum berjalan dengan lancar dan mengakibabkan 

kesalahan dalam transaksi. 

d. Kejadian eksternal, dapat terjadi karena perubahan 

perundang-undangan yang tidak terduga seperti 

perubahan perundang-undangan hak konsumen.  

BSI dalam meminimalisir risiko operasional terdapat dua tingkatan 

yaitu, pada tingkat pertahanan pertama bank memastikan bahwa 

pengawasan melekat telah dilakukan dan memastikan 10 prinsip utama 

pengendalian risiko operasional yaitu: 

a. Dual control, yaitu keharusan melibabatkan lebih dari 1 

pihak untuk menyelesaikan suatu proses atau transaksi.  

b. Approval, keharusan untuk mendapatkan persetujuan 

terhadap transaksi-transaksi yang kritikal atau diatas jumlah 

tertentu, untuk memastikan bahwa tingkat manajemen 
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menyadari bahwa adanya transaksi atau situasi tersebut dan 

membantu pertanggungjawaban atu akuntabilitas 

pemrosesan transaksi tersebut.  

c. Pemisahan kewenangan, terdapat pemisahan 

tanggungjawab yang sesuai dan karyawan tidak ditugaskan 

dalam situasi yang mempunyai konflik 

kepentingan/pertanggungjawaban pihak yang mengusulkan 

tidak boleh menyetujui.  

d. Proofing/reconciliation, mencocokan atau membandingkan 

anatara fisik dengan catatan satu bagian dengan bagian 

lainnya.  

e. Verifikasi, validasi, melakukan verifikasi terhadap 

kelayakan suatu media transaksi atau upaya untuk 

meyakinkan validitas suatu transaksi.  

f. Logical protection, untuk mencegah akses oleh orang yang 

tidak berwewenang, yang dilakukan dengan menggunkan 

usered dan password yang berwewenang, dan usered tidak 

boleh digunakan oleh orang lain.  

g. Psycal protection, proteksi mencegah akses oleh orang 

yang tidak berwewenang yang dilakukan secara fisik.  

h. Authorization limit, pembatasan wewenang pejabat/pihak 

untuk melakukan otorisasi/transaksi.  
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i. Back up/contingency, adanya tindakan atau media 

petugas/pengganti.  

j. Confirmasi, keharusan untuk melakukan konfirmasi ulang 

kepada nasabah/pemilik rekening/member intruksi-intruksi 

sebelum transaksi dieksekusi terhadap transaksi yang 

melebihi bilai/jumlah limit tertentu.  

Pada pertahanan kedua, risk management group bersama-sama 

dengan operation & service group memastikan ketersediaan kerangka 

kerja, kebijakan, dan prosedur risiko operasional yang memadai untuk 

mitigasi risiko operasional. Satuan kerja audit internal (SKAI) 

bertanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan diseluruh lini guna 

memastikan seluruh transaksi dan aktifitas operasional bank telah 

dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku dan internal 

control telah dilaksanakan dengan efektif. Seluruh linibisnis dan fungsi 

pendukung sebagai unit kerja wajib mengidentifikasi faktor-faktor yang 

dapat menyebabkan timbulnya risiko opersional atas aktifitas produk, 

proses, jasa, organisasi dan sistem informasinya, mengukur, menganalisa, 

memonitor, dan melaporkan setiap kejadian risiko operasional. 

Hal diatas seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sadly selaku 

Branch Manager BSI KCP Masamba  
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“risiko operasional bisa terjadi apabila terdapat human eror dalam 

artian SDM nya, faktor internal, kegagalan sistem, kejadian internal”
47

 

“dalam memitigasi risiko operasional kita ada dua tahap, yaitu 

dengan melakukan 10 prinsip yaitu: Dual control, yaitu melibabatkan 

lebih dari 1 pihak untuk menyelesaikan suatu proses atau transaksi. 

Approval, keharusan untuk mendapatkan persetujuan terhadap transaksi-

transaksi diatas jumlah tertentu, Pemisahan kewenangan, pemisahan 

tanggungjawab yang sesuai dan karyawan tidak ditugaskan dalam situasi 

yang mempunyai konflik kepentingan. Reconciliation membandingkan 

anatara fisik dengan catatan satu bagian dengan bagian lainnya. Verifikasi, 

melakukan verifikasi terhadap kelayakan suatu media transaksi atau upaya 

untuk meyakinkan validitas suatu transaksi. Logical protection, untuk 

mencegah akses oleh orang yang tidak berwewenang, yang dilakukan 

dengan menggunkan usered dan password yang berwewenang, dan usered 

tidak boleh digunakan oleh orang lain. Psycal protection, proteksi 

mencegah akses oleh orang yang tidak berwewenang yang dilakukan 

secara fisik, Authorization limit, pembatasan wewenang pejabat/transaksi. 

Back up adanya tindakan atau media petugas/pengganti. Confirmasi, 

keharusan untuk melakukan konfirmasi ulang kepada nasabah. Tahap 

kedua yaitu dengan control risk management group bersama-sama dengan 

operation and service group memastikan kerangka kerja, kebijakan, dan 

prosedur risiko operasional yang memadai untuk memitigasi risiko 

operasional. Dan juga akan diperiksa (SKAI)”.
48

  

5. Risiko reputasi  

Risiko reputasi adalah risiko yang berkaitan dengan menurunnya 

tingkat kepercayaan stakeholder yang muncul dari persepsi 

negative terhadap perusahaan. Risiko reputasi BSI dijaga melalui 

pengelolaan seluruh risiko yang berpotensi mempengaruhi reputasi 

bank melalui tata kelola perusahaan yang baik dan proses 

manajemen risiko yang efektif. Pengelolaan risiko reputasi 

dilakukan melalui pemantauan secara aktif atas berita-berita yang 

beredar, informasi atas perkembangan pasar, persepsi stakeholder 
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dan publikasi dimedia massa yang dikelola oleh unit kerja 

corporate communication. Keluhan nasabah yang masuk diterima 

oleh bank dikelola menggunakan sistem customer handling dan 

tindak lanjutnya dikelola oleh service quality department secara 

baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.  

Tidak hanya itu bank juga berperan serta dalam program 

tanggungjawab sosial perusahaan CSR (corporate social 

responsibility) dibawah program BSI Peduli dengan fokus pada 

bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dkawah 

dan pembangunan sarana ibadah, serta bantuan bencana alam. 

Tercapainya perbaikan dalam seluruh aspek tersebut tentunya akan 

melahirkan generasi yang lebih cerdas, lebih sehat, lebih kuat dan 

lebih religius yang di harapkan dapat berkontribusi kedepannya 

terhadap lingkungan sekitar mereka.  

Seperti yang dikemukakan oleh bapak Sadly mengenai pengelolaan 

risiko reputasi  

“kita melakukan pemantauan secara aktif atas berita-berita yang 

beredar, mengenai bank, baik informasi atas perkembangan pasar, 

persepsi stakeholder dan publikasi dimedia massa yang dikelola oleh 

unit kerja corporate communication. Keluhan nasabah yang masuk 

diterima oleh bank dan dikelola menggunakan sistem customer 

handling dan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan. 

Selain itu kita juga mempunyai CSR yang kita namai dengan BSI 

peduli dengan fokus pada bidang pendidikan, kesehatan, 

pemberdayaan ekonomi, dakwah dan pembangunan sarana ibadah, 

serta bantuan korban bencana alam.
49
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6. Risiko hukum  

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan 

aspek yuridis. Dalam praktiknya risiko hokum dikelola oleh satuan 

kerja/fungsi yang membawahi bidang hukum yaitu departemen 

hukum dibawah corporate secretary group. Dalam BSI KCP 

Masamba masalah hukum ditangani oleh legal officer, departemen 

hukum melakukan identifikasi dan mengukur risiko hukum yang 

mungkin timbul dalam setiap produk dan aktifitas bank. Perjanjian 

pembiayaan dan seluruh perjanjian lainnya yang dilakukan oleh 

bank akan diperiksa secara seksama oleh departemen hukum 

sebelum ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.  

Untuk mempercepat proses dang mengurangi waktu dilapangan, bank 

melakukan standarisasi terhadap akad/perjanjian pembiayaan induk dan 

produk program. Departemen hukum secara berkala juga melakukan 

evaluasi terhadap kontrak dan perjanjian antara bank dengan pihak lain, 

antara lain dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektifitas 

proses enforce ability guna memeriksa kembali validitas hak dalam 

kontrak perjanjian tersebut sehingga kepentingan bank dapat terlindungi.  

Kewenangan perkara baik secara langsung maupun tidak langsung 

yang melibatkan BSI yaitu berada pada corporate legal department, 

dengan memperhatikan arahan direksi dan undang-undang yang berlaku, 

dalam menjalankan kewenangannya corporate legal department yang 

dapat bekerjasama dengan kantor cabang induk maupun kantor cabang 
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dimana perkara itu terjadi, dengan melakukan kordinasi terkait perkara. 

corporate legal department wajib melaporkan perkembangan perkara yang 

terjadi kepada direksi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan 

perkembangan dan kebutuhan penanganan.  

Dalam pelaksanaanya risiko hukum harus dilakukan dengan hati-hati 

karena dapat merugikan pihak bank, misalnya dalam masalah pendanaan, 

jika terdapat tunggakan pembayaran oleh nasabah sedangkan terdapat 

permasalahan dalam penulisan nama nasabah, maka bank tidak bisa 

mempermasalahkan tunggakan tersebut, dan juga misalnya ada masalah 

dengan penilaian jaminan pembiayaan jika tidak dikaji dengan efektif 

maka akan menimbulkan kerugian bank.   

Seperti yang di paparkan oleh bapak Sadly selaku pimpinan BSI KCP 

Masamba  

“dalam meneglola risiko hukum kita perlu melakukan pengelolahan 

risiko hukum dengan cara mengukur risiko yang mengkin timbul dalam 

setiap produk dan aktivitas bank. Perjanjian pembiayaan dan seluruh 

pembiayaan lainnya yang dilakukan oleh bank akan diperiksa secara 

saksama oleh departemen hukum sebelum ditandatangani oleh pejabat 

yang berwenang dan juga kita melakukan standarisasi terhadap 

akad/perjanjian pembiayaan induk dan produk program. Departemen 

hukum juga melakukan evaluasi terhadap kontrak dan perjanjian antara 

bank dan pihak lain, antara lain dengan cara melakukan penilaian terhadap 

efektivitas proses envorce ability untuk memeriksa kembali validitas hak 

dalam kontrak dan perjanjian tersebut sehingga kepentingan bank dapat 

terlindungi”
50

 

“kita punya tim dalam menangani suatu perkara ditangani dengan 

memperhatikan arahan direksi dan undang-undang yang berlaku, tim 

terdiri dari corporate legal department bekerjasama dengan corporate 

secretary group dan bekerja sama dengan kantor cabang induk maupun 

kantor cabang dimana perkara itu terjadi, yaitu dengan melakukan 

kordinasi terkait perkara. Corporate legal department wajib melaporkan 
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perkembangan perkara yang terjadi kepada direksi secara berkala atau 

sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penanganan,  

“kita dalam melakukan transaksi saja harus hati-hati baik dari segi 

penulisan nasabah jika dalam pembiayaan, karena jika salah huruf satu 

saja dalam penulisan nama dalam KTP, maka akan berakibat fatal jika 

nasabah itu mempunyai tunggakan dalam cicilannya”.
51

  

 

7. Risiko kepatuhan  

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak memenuhi atau 

tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang 

berlaku dan untuk perbankan syariah juga menyangkut risiko akibat 

kepatuhan terhadap prinsip syariah. Bapak Sadly mengatakan bahwa 

dalam manajemen kepatuhan BSI KCP Masamba hal yang dilakukan 

adalah: 

“kita harus mematuhi prinsip syariah, undang-undang baik quide 

dari BI, karena bank syariah itu adalah bank yang paling banyak 

regulasinya, kita hrus melakukan prosedur dan kebijakan yang sudah 

diatur, kemudian nanti dipantau oleh dewan pengawas syariah dalam 

produk terkait dengan review terhadap produk baru atau untuk 

memodifikasi produk terkait praktek dan prinsip syariah, melakukan 

peninjauan langsung dan sosialisasi ke cabang, dan juga memonitor 

tindak lanjut temua audit internal jika terdapat kekurangan sesuai 

dengan prinsip syariah”.
52

 

 

BSI dalam pengelolaan risiko kepatuhan berada langsung dibawah 

pengendalian direktur kepatuhan melalui risk managenet and 

compliance group dan dilaksanakan secara independen oleh 

departemen kepatuhan. Seluruh kebijakan dan prosedur bank telah 

dikaji departemen kepatuhan untuk memastikan bahwa seluruh 

kebijakan dan prosedur bank telah sesuai dengan peraturan perundang-

                                                           
51

 Sadly. Branch manager, wawancara dilakukan pada tanggal 20 februari 2021   
52

 Sadly. Branch manager, wawancara dilakukan pada tanggal 20 februari 2021   



 
 

 

57 
 

undangan, ketentuan yang berlaku dan prinsip syariah. Dewan 

pengawas syariah secara berkala melakukan pengawasan untuk 

memastikan seluruh aktivitas dan produk telah sesuai dengan prinsip 

syariah melalui beberapa aktivitas seperti melakukan review terhadap 

produk baru atau modifikasi produk terkait kesusaiannya dengan 

prinsip syariah, melakukan peninjauan langsung dan sosialisasi ke 

cabang, serta monitor tindak lanjut temuan audit internal jika terdapat 

kekurangan sesuaian dengan prinsip syariah.  

8. Risiko startegi  

Risiko strategi adalah risiko akibat tidak tepat dalam menentukan 

dan melakukan keputusan startegis atau kegagalan dalam 

mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. BSI telah 

mengembangkan rencana bisnis jangka pendek dan jangka panjang dan 

dituangkan dalam rencana bisnis bank yang terdiri dari tujuan bank 

dan inisiatif startegis untuk mencapai target bank sebagai bank ritel 

yang modern.  

Rencana bisnis bank disusun dengan melalui analisa kesesuaian 

bisnis bank dengan kondisi lingkungan bisnis dan faktor internal 

seperti visi, misi dan arah bank, kultur organisasi, faktor kemampuan 

organisasi dan tingkat toleransi risiko yang ada. Selain itu faktor 

eksternal seperti kondisi makro ekonomi, perkembangan teknologi dan 

tingkat persaingan usaha juga digunakan dalam pengukuran risiko 

inheren. Group perencanaan startegis, group sumber daya insani, dan 
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group TI, bersama-sama dengan group manajemen risiko dan 

kepatuhan, dibawah pengawasan aktif dewan komisaris dan dewan 

direksi, mengelola risiko strategis dengan menganalisis dan memonitor 

risiko strategis dan dampaknya terhadap pencapaian bisnis bank. 

Pemantauan indikator tingkat risiko inhern dilakukan secara periodic 

dan penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai kerangka kerja 

manajemen risiko agar kualitas penerapan manajemen risiko startegis 

dapat tetap terjaga dengan baik.  

Hal tersebut di kemukakan oleh Bapak Sadly, pengelolaan 

manajemen strategi BSI adalah: 

“strategi kita dalam mengembangkan rencana bisnis jangka pendek 

dan jangka panjang dan dituangkan dalam rencana bisnis bank yang 

terdiri dari tujuan bank dan inisiatif startegis dalam mencapai target 

bank sebagai bank ritel yang modern yang disusun dengan anlisa bisnis 

bank, kultur organisasi, faktor kemampuan organisasi dan tingkat 

toleransi risiko yang ada. Dan juga faktor eksternal seperti kondisi 

makro ekonomi, perkembangan teknologi dan tingkat persaingan usaha 

juga digunakan dalam pengukuran risiko inhern. Group perencanaan 

startegis, group sumber daya insani dan group TI, bersama-sama 

dengan group manajemen risiko dan kepatuhan".
53

  

  

2. Penerapan Good Corporate Governance pada KCP Masamba  

Dalam meningkatkan good corporate governance Bank Syariah Indonesia 

KCP Masamba terdapat beberapa prinsip yang harus di patuhi yaitu : 

transparancy, accountability, responsibility, independensy, fairness. Dalam 

meningkatkan GCG perbaikan prinsip harus secara continue dan konsisten 

yang paling utama dari segi,responsibility perbaikan penanganan secara cepat 

complain nasabah untuk menjaga reputasi bank, perbaikan pelayanan yang 
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kurang bagus, perbanyak ATM dengan tujuan nasabah mudah untuk tarik 

tunai atau transfer, control ATM. Transparancy harus ada control setiap 

bulan dalam hal laporan keuangan yang di publikasikan, peningkatan 

pelayanan akses data, audit internal secara rutin.  

 Seperti yang telah di ungkapkan Bpk. Sadly selaku pimpinan BSI Kcp 

Palopo yaitu:  

“kita punya prinsip yang harus di patuhi bank dalam GCG yaitu 

transparancy, accountability, responsibility, independensy, fairness” 

“responsibility terhadap stakeholders menjadi prinsip yang paling penting 

untuk perbaikan secara continue, dengan cara penanganan secara cepat untuk 

complain nasabah untuk menjaga reputasi bank, kita perbanyak ATM agar 

nasabah mudah untuk tarik tunai dan transfer”
54

 

Dalam pelaksanaanya good corporate governance pada Bank Syariah 

Indonesia KCP Masamba terdapat Lima prinsip yaitu:  

a. Transparancy 

Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan 

relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. 

Penerapan prinsip ini menuntut perusahaan untuk menyediakan 

informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap 

stakeholdernya. Informasi material berupa publikasi secara continue 

laporan keuangan tiap tri wulan dan tahunan. 

Seperti yang telah di ungkapkan Bpk Sadly    

“dalam perbankan setiap tiga bulan itu kita ada namanya gudang 

pelaporan jadi kitaharus melaporkan secara transparan ke publik. Jadi 

setiap tiga bulan ini kita harus melaporkan kondisi keuangan kita 

apakah sehat atau tidak sehat.”
55
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Transparancy dalam hal laporan keuangan, yaitu keterbukaan bank 

dalam memberikan informasi yang menyangkut material yang relevan 

dalam proses pengambilan keputusan stakeholder. Untuk itu di 

perlukan laporan keuangan pada Bank Syariah Indonesia KCP 

Masamba yang terdiri dari laporan keuangan/publikasi bulanan adalah 

laporan keuangan yang di susun berdasarkan laporan bulanan umum 

yang di sampaikan ke BI dan di terbitkan setiap bulan menurut PBI 

selambat-lambatnya 75 hari sesudah bulan pelaporan. Laporan 

keuangan terdiri dari neraca, laporan laba/rugi, komitmen dan 

kotigensi, rincian kualitas aktiva produktif, penyisihan atas 

penghapusan aktiva produktif tang telah di bentuk di bandingkan 

dengan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib di 

bentuk, perhitungan kewajiban penyedia modal minimum.  

b. Akuntabilitas  

Dalam pelaksanaanya Bank Syariah Indonesia menetapkan 

tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ bank yang 

selaras bertalian dengan visi, misi, BSI juga mempunyai organ pada 

struktur organisasi yang sesuai dengan tanggungjawabnya. Dalam hal 

kejelasan fungsi dan tanggung jawab setiap karyawan diharuskan 

melaksanakan sesuai dengan DUJ (daftar uraian jabatan) sesuai 

dengan jabatan dan tugasnya. Dalam pelaksanaanya BSI Masamba 

tidak terdapat perangkapan DUJ dalam melakukan aktivitas bisnisnya 

DUJ merupakan panduan dari perusahaan kepada karyawannya dalam 
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menjalankan tugas. Semakin jelas DUJ yang diberikan, maka semakin 

mudah bagi karyawan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan 

perusahaan.  

Seperti yang telah di ungkapkan Bpk Sadly    

setiap karyawan itu mereka sudah hafal job nya masing-masing jadi tidak 

ada lagi karyawan yang tidak mengetahui job description nya. BSI KCP 

Masamba, dalam menerapkan pelaksanaan akuntabilitas menurut Bpk. 

Sadly   adalah dengan cara:  

“menetapkan tanggungjawab Yang jelas dari masing-masing organ 

yang sesuai dengan visi misi BSI, kita juga mempunyai organ pada 

struktur organisasi yang sesuai dengan tanggungjawabnya. Melaksanakan 

sesuai dengan DUJ (daftar uraian jabatan) sesuai dengan jabatan dan 

tugasnya.”
56

 

 

c. Independency 

Pengambilan keputusan BSI KCP Masamba bebas dari tekanan 

pihak manapun dan dilakukan secara objektif, dan juga tanpa tekanan 

atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan 

peaturan-peraturan yang berlaku.  Hal ini serupa dengan apa yang di 

katakan oleh Bpk. Sadly   yaitu: 

“kita dari dulu sudah independen, dalam pengambilan keputusan tidak 

ada paksaan dari pihak manapun, dan itu tidak boleh jika ada tekanan 

itu akan melanggar peraturan bank.”
57

 

 

d. Responsibility  

Pertanggungjawaban terhadap kepatuhan perusahaan terhadap 

peraturan yang berlaku, di antaranya masalah pajak, hubungan 
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Sadly, wawancara dilkakukan pada tanggal 13 desember 2022  
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Sadly. Branch manager, wawancara dilakukan pada tanggal 13 desember 2022  
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industrial, kesehatan dan keselamatan  kerja, perlindungan lingkungan 

hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama 

masyarakat dan sebagainya. BSI juga bertanggungjawab terhadap 

semua keluhan nasabah dalam pelayanan serta perbaikannya, dengan 

demikian, bank menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya, 

perusahaan bertanggungjawab tidak hanya kepada stakholdertetapi 

juga kepada stakeholder lainnya.  

“dalam menerapkan responsibility dengan semua yang berhubungan 

dengan kita, baik masalah pajak, K3 (kesehatan keselamatan keja), 

lingkungan bisnis yang kondusif, dan kita juga bertanggungjawab 

terhadap semua aspek yang dikeluhkan nasabah tentang pelayanan.”  

e. Fairness 

Dalam pengelolaan prinsip fairness, bapak Sadly   mengungkapkan 

bahwa: 

“dalam asas keadilan dan kesetaraan keadilan pelayanan yang di 

berikan oleh BSI KCP Masamba dengan semua nasabah yang datang di 

berikan pelayanan yang baik dan memadahi karena mereka sudah 

berkontribusi dengan kami.”
58

 

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder 

berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Penerapan prinsip ini dapat menjadi faktor pendorong yang dapat 

memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara 

beragam kepentingan dalam perusahaan. Keadilan pelayanan yang 
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diberikan oleh BSI KCP Masamba dengan semua nasabah yang datang, 

diberikan pelayanan yang baik dan memadahi. BSI juga memberikan 

kepada stakeholder untuk memberikan pendapat dan memasukkan kepada 

BSI KCP Masamba.  

C. ANALISIS PENELITIAN  

1. Analisis manajemen risiko BSI KCP Masamba  

BSI adalah bank yang sudah mampu menerapkan manajemen risiko, 

sesuai dengan PBI No.13/23/PBI/2011, dalam pokok pengaturannya. 

Implementasi BSI dalam menerapkan manajemen risiko bisa kita lihat dari 

pengelolaan semua manajemen yang di hadapi BSI . BSI KCP Masamba 

merupakan bank yang mengutamakan kenyamanan nasabah. Untuk 

meningkatkan kepercayaan nasabah dengan layanan yang serba mudah 

dan cepat dan membuahkan hasil yang cukup memuaskan dengan 

peningkatan nasabah.  

BSI menerapkan pengelolaan delapan manajemen risiko sesuai dengan 

peraturan bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 tanggal 2 november 2011 

tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah (BUS) dan 

unit usaha syariah (UUS) yaitu risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko 

operasional, risiko pasar, risiko strategic, risiko kepatuhan, risiko reputasi, 

dan risiko hukum.  

a. Risiko pembiayaan  
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BSI KCP Masamba dalam menangani pembiayaan nasabah melakukan 

berbagai analisa sebelum keputusan diberikan untuk menimbulkan kredit 

macet, analisa pertama yang digunakan adalah penilaian karakter nasabah 

dilihat dari riwayat pinjaman nasabah kepada bank lain, check yang dilakukan 

BSI dalam segi siklus pembayaran ketepatan tanggal pembayaran nasabah 

kepada bank lain, juga check kepada bank indonesi, yang ke dua adalah 

capital, nasabah yang akan melakukan pembiayaan kepada BSI akan dimintai 

informasi yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

persetujuan pembiayaan, informasi tersebut antara lain laporan keuangan 

nasabah yang akan digunakan untuk menentukan limit pembiayaan yang 

diberikan kepada nasabah, dan perputaran modal usaha. Capasiti nasabah 

sebagai langkah analisa ke tiga BSI KCP Masamba untuk melihat kemampuan 

bayar nasabah, misalnya PNS mengajukan pembiayaan untuk KPR, maka BSI 

KCP Masamba memberlakuka angsuran 35% dari gaji. Selanjutnya adalah 

coleteral jaminan yang diberikan nasabah untuk BSI KCP Masamba, jaminan 

harus jelas kepemilikan dan lainnya. Dan analisa terakhir adalah pertimbangan 

kondisi nasabah yang akan dibiayai dengan mempertimbangkan situasi saat 

ini.  

BSI dalam menganalisa pembiayaan yang di ajukan nasabah telah sesuai 

dengan teori yang dikemukakan oleh hasibuan, (2008:106),yang menyatakan 

bahwa, perbankan akan melakukan analisa pembiayaan sebelum memberikan 

pembiayaan kepada nasabah dengan melakukan analisa yaitu, character, 

capacity, capacity, condition of economic, collateral.  
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b. Risiko pasar  

Dalam menghadapi persaingan pasar dengan competitor BSI dalam 

melakukan penarikan dana besar-besaran terhadap pihak ketiga, dana yang 

dimaksudkan adalah penarikan dana murah tabungan  

c. Risiko likuiditas  

Kebijakan likuiditas BSI KCP Masamba menganut kehati-hatian yang 

tinggi, sampai saat ini BSI KCP Masamba tidak pernah mengalami 

kekurangan likuiditas, karena ambang CAR BSI adalah 14%, dan BSI juga 

menjadi bank yang mempunyai modal yang paling besar diantara bank 

syariah lainnya yaitu 1,5 triliun. Kajian likuiditas BSI dapat dipadukan 

dengan teori oleh (yulianti, vol. III, No. 2 Desember 2009) bahwa risiko 

yang antara lain disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi 

kewajiban yang telah jatuh waktu. Risiko likuiditas dikategorikan menjadi: 

1) Risiko likuiditas pasar, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak 

mampu melakukan o_setting posisi tertentu dengan harga pasar 

karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau gangguan 

pasar 

2) Risiko likuiditas pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena bank 

tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan 

dari sumber dana lain.  

Dapat kita lihat dalam praktiknya BSI tidak pernah mengalami 

kekurangan likuiditas untuk selama ini, maka dapat dikatakan bahwa 

BSI merupakan Bank yang prudent.  
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d. Risiko operasional  

Risiko operasional BSI KCP Masamba melaksanakan kerangka kerja 

manajemen risiko operasional dilakukan secara terpadu dalam pertahanan 

risiko untuk memastikan pengendalian risiko operasional yaitu control, 

verifikasi, pemisahan kewenangan, mekanisme persetujuan, otorisasi limit, 

pembuktian dan rekonsiliasi, mekanisme konfirmasi, dan back-up/contingency 

plan telah dilaksanakan secara efektif. Control opersional bank yang 

dilakukan setiap hari oleh BQA dalam cabang untuk perbaikan operasional 

dan bahan pertimbangan, hasil control BQA yang akan dinilai oleh SKAI.  

e. Risiko kepatuhan  

Wahyudi (2013:135) menyetakan penyebab dari risiko kepatuhan adalah 

akibat dari aturan yang berlaku, aturan syariah ataupun regulasi yang berlaku 

pada bank islam, selain itu juga aturan yang tidak tertulis seperti, norma yang 

berlaku dalam masyarakat, selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan 

prinsip islam. Hal ini sesuai dengan praktiknya BSI meningkatkan kepatuhan 

BSI KCP Masamba memperkuat struktur organisasi dan SDM melalui risk 

management and compliance group dan dilaksanakan secara independen oleh 

departemen kepatuhan untuk memasatikan bahwa seluruh kebijakan dan 

prosedur bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan 

yang berlaku dan prinsip syariah.  

f. Risiko reputasi  

Control yang dilakukan BSI KCP Masamba adalah mengembangkan 

fungsi customor care center, fokus pengembangannya adalah kepada 
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komplain nasabah, isu sosial yang beredar, seperti yang di teorikan oleh 

(karim, 2013:276). Bila manajemen terhadap pandangan para stakeholder 

dinilai baik, maka risiko reputasi menjadi rendah, demikian juga bila 

perusahaan dimiliki oleh stakeholder yang kuat maka risiko reputasi juga 

rendah. Dalam hal pelayanan, jika pelayanan yang diberikan oleh bank 

terhadap nasabah baik maka risiko reputasi menjadi tinggi, dalam penerapan 

prinsip syariah haruslah dilaksanakan secara konsekuen agar tidak timbul 

penilaian negatif terhadap penerapan sistem syariah tersebut yang dapat 

menimbulkan publikasi sehingga akan mengakibabkan timbulnya publikasi 

negatif sehungga akan menaikkan tingkat risiko reputasi.  

g. Risiko strategi  

Dalam pengembangan strategi BSI mengembangkan rencana bisnis jangka 

pendek dan jangka panjang. Rencana bisnis bank yang terdiri dari tujuan bank 

dan inisiatif strategis untuk mencapai target bank sebagai bank ritel yang 

modern. Rencana bisnis bank disusun dengan melalui analisa kesesuaian 

bisnis bank dengan kondisi lingkungan bisnis dan faktor internal seperti visi, 

misi dan arah bisnis bank, kultur organisasi, faktor kemampuan organisasi dan 

tingkat toleransi risiko yang ada.  

h. Risiko hukum 

Departemen hukum melakukan identifikasi dan mengukur risiko hukum 

yang mungkin timbul dalam setiap produk dan aktifitas bank. Perjanjian 

pembiayaan dan seluruh perjanjian lainnya yang dilakukan oleh bank sesuai 

dengan undang-undang yang mengikat akad. Hal ini sesuai dengan teori yang 
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dinyatakan oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-

undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan (perjanjian) tidak 

terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang 

tidak sempurna (karim, 2013:277).  

Dalam pengelolaan risiko telah dengan yang diterapkan di BSI KCP 

Masamba adalah sebagai berikut: 

a. Identifikasi dan pemetakan risiko 

b. Kualifikasi atau menilai peringkat risiko 

c. Menegaskan profil risiko dan rencana manajemen risiko 

d. Pengendalian risiko 

e. Solusi dan implementasi tindakan terhadap risiko 

f. Pemantauan dan kaji ulang manajemen risiko. 

Dalam melaporkan hasil dari pengelolaan pembiayaanya termasuk 

kendala dan risiko yang dihadapi BSI KCP Masamba terus menerus 

melaporkan kepada pusat. Hal ini berlaku untuk seluruh kantor cabang. 

Setelah itu, BSI pusat akan menyusun profil risiko sebagai implementasi 

dari pemuktahiran manual dan pedoman kebijakan operasional yang akan 

menjadi acuan dan pedoman untuk kantor cabang pembantu. 

2. Analisi Good Corporate Governance dalam BSI KCP Masamba.   

BSI KCP Masamba dalam menerapkan GCG ada 5 prinsip yaitu : 

fairness, transparency, responcibility, independensy, dan 

accountability, penerapan prinsip GCG di BSI ini telah sesuai dengan 
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teori yang dikemukakan oleh (zarkasyi, 2008 : 113), bahwa sebagai 

intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya bank harus menganut prinsip-prinsip GCG, penerapan 

prinsip-prinsip GCG juga telah dibahas dalam Peraturan Bank 

Indonesia Nomor. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi 

UUS dalam pasal 1.  

BSI KCP Masamba dalam mengimplementasikan GCG (good 

corporate governance) Tidak melakukan tahap, karena prinsip good 

corporate governance pelaksananya yang harus dilakukan secara bersama-

sama dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam pelaksanaan 

GCG, BSI melakukan eksekusi, setelah itu pelaporan GCG, dan 

selanjutnya melakukan monitoring, dan langkah selanjutnya adalah control 

dan yang terakhir adalah perbaikan. Dalam penilaian GCG Bank Syariah 

Indonesia akumulasi penilainya melalui kantor pusat dan dilaporkan ke 

OJK hal ini telah sesuai dengan PBI 2009 pasal 63, saat ini BSI dalam 

penilaian GCG dengan nilai komposit 1,35% yang berarti sangat baik 

dengan ambang batas 5% menurut aturan BI. Pelaksanaan good corporate 

governance di BSI mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku 

yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 dan surat 

Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPS tentang pelaksanaan GCG 

bagi bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS). 
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Tabel 4.2 

Nilai komposit yang ditetapkan BI 

Nilai komposit Peringkat 

<1.5 Sangat baik 

1.5<NK<2.5 Baik 

2.5<NK<3.5 Cukup baik 

3.5<NK<4.5 Kurang baik 

4.5<NK<5 Tidak baik 

  

Berikut ini prinsip-prinsip good corporate governance yang di 

patuhi BSI : 

1. Transparancy (keterbukaan) 

Dalam hal keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang 

material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan 

keputusan. Penerapan prinsip ini menuntut perusahaan untuk 

menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada 

segenap stakeholder nya. Hal ini sejalan dengan peraturan UU PBI 

2009, dalam pelaksanaanya GCG salah satu upaya untuk memenuhi 

kepentingan stakeholder. Transapansi yaitu proses pengambilan 

keputusan stakeholder, laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan 

laba/rugi, dll, dan juga informasi sistem, kebijakan, dan laporan kinerja 

perusahaan hanya dapat di akses oleh pihak, dalam praktiknya telah 

sesuai dengan teori (zakarkasy,2008,113) 
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2. Responsibility (tanggung jawab) 

BSI KCP Masamba menetapkan tanggung jawab yang jelas dari 

masing-masing organ bank yang selaras bertalian dengan visi, misi 

juga mempunyai organ pada struktur organisasi yang sesuai dengan 

tanggung jawabnya. Dalam hal kejelasan fungsi dan tanggung jawab 

setiap karyawan diharuskan melaksanakan sesuai dengan DUJ (daftar 

uraian jabatan) sesuai dengan jabatan dan tugasnya. Sesuai dengan 

teori (zarkasy, 2008, 113), bank harus menetapkan tanggung jawab dan 

memahami peranan dalam pelaksanaan GCG.  

3. Independency (independen)  

Pengambilan keputusan oleh BSI bebas dari tekanan pihak 

manapun dan dilakukan secara objektif, dan juga tanpa tekanan atau 

intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-

peraturan yang berlaku. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah, 

(2010:73), bank tidak boleh berpengaruh terhadap kepentingan 

sepihak, serta bebas dari benturan kepentingan (conflicy of interest), 

dan pengambilan keputusan harus secara objektif dan bebas dari segala 

tekanan pihak manapun.  

4. Responsibility (tanggung jawab)  

BSI dalam menerapkan prinsip pertanggungjawaban telah sesuai 

dengan teori (Abdullah, 2010, 73) yaitu, untuk menjadi kelangsungan 

usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian, dan 

bertindak sebagai good corporate governance citizen. Dalam 



 
 

 

72 
 

praktiknya BSI KCP Masamba menerapkan pertanggungjawaban 

terhadap kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, 

diantaranya: masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan 

keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara 

lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. 

BSI juga bertanggungjawab terhadap semua keluhan nasabah dan 

pelayanan serta perbaikannya. Dengan demikian, bank menyadari 

bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan bertanggungjawab 

tidak hanya kepada shareholder Tetapi juga kepada stakeholders 

lainnya.  

5. Fairness (kewajaran)  

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder 

berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Keadilan pelayanan dan memberikan kesempatan stakeholder 

untuk memberikan pendapat dan masukan kepada BSI Kcp andi 

djemma. Sesuai dengan teori (zarkasyi, 2010:114) menyebutkan bahwa 

bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholder untuk 

memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan 

bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip 

keterbukaan.  

3. Peranan Manajemen Risiko Dalam Menciptakan good corporate 

governance.  
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Pelaksanaan fungsi audit di BSI KCP Masamba dilaksanakan untuk 

mendukung terlaksananya GCG, sementara referensi kerjanya mengacu 

pada standar pelaksanaan audit internal bank yang dikeluarkan oleh bank 

Indonesia. Dilihat dari fungsinya dalam siklus bisnis, audit internal 

merupakan pintu pertahanan ketiga dari lines of defense bank terhadap 

risiko, dimana pada BSI fungsi ini telah dilaksanakan sesuai dengan 

standar berlaku di dunia perbankan dalam undang-undang perbankan 

Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG 

bagi BUS dan UUS dalam pasal 23 yaitu:  

“dalam rangka melakukan GCG sebagaimana yang di maksud dalam 

pasal 21 direksi wajib memiliki fungsi paling kurang : 

a. Audit internal 

b. Manajemen risiko dan komite manajemen risiko; dan  

c. Kepatuhan  

Penerapan audit internal merupakan serangkaian penilaian yang 

dilakukan terhadap proses bisnis sejak tahapan inisiasi hingga monitoring. 

Evaluasi ini dilakukan baik dalam aspek pembiayaan maupun operasional 

bank. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kecukupan internal control 

dan mengukur efektivitas proses bisnis dalam mencapai rencana bisnis 

bank sesuai dengan tingkat kompleksitas bisnis BSI dan memastikan 

bahwa seluruh sistem yang ada telah berfungsi dengan baik di sepanjang 

tahun 201, hal ini telah sesuai dengan PBI No.11/33/PBI/2009 pada 

paragraph 2, tentang fungsi audit internal.  
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Untuk memastikan peningkatan pelaksanaan Good Corporate 

Governance kepada manajemen maupun kepada pemangku kepentingan 

lainnya, BSI melakukan self assessment atas pelaksanaan GCG nya. Self 

assessment di BSI dilaksanakan sebanyak dua kali dalam setahun, atau 

lebih baik dari yang diisyaratkan oleh BI melalui PBI No.11/33/2009, 

yakni sekali dalam setahun.  

Terdapat beberapa keuntungan bila manajemen risiko dan GCG 

dilaksanakan secara bersamaan yaitu: kenyamanan bekerja karyawan 

ditempat yang aman, nyaman, sehat, bersih dan praktisi lapangan dapat 

belajar dari kesalahan tahun lalu, peningkatan citra, reputasi, kredibilitas 

perusahaan dimata stakeholder.  

Aspek transparansi berkaitan dengan enterprice risk management 

(ERP) atau manajemen risiko. Dalam mengelola unit bisnis selalu 

dihadapkan dengan risiko dan return (risiko dan pendapatan). Adapun 

macam-macam risiko yang mungkin dihadapi bank BSI adalah risiko 

pasar, risiko kredit, dan risiko operasional. Dalam menjalankan aktivitas 

bisnisnya bank BSI memiliki produk-produk yang mengandung risiko 

seperti pembiayaan mudharabah. Demikian pula risiko yang diakitabkan 

karena ketidakjujuran dan kecurangan nasabah dalam melakukan 

transaksi. Oleh karena itu para pejabat BSI harus dapat mengendalikan 

risiko seminimal mungkin dalam rangka memperoleh keuntungan 

optimum.  
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Pelaksanaan GCG dalam BSI perlu dilakukan secara continue dan 

sistematis, dalam pelaksanaanya BSI melakukan dengan pemahaman visi 

dan misi BSI dalam training khusus dan juga corporate governance 

structure struktur organisasi/DUJ (daftar uraian jabatan), dan (corporate 

culture) semboyan “PASTI OKE” dan transparency public BSI, serta 

kebijakan-kebijakan perbankan. Seperti teori oleh (zarkasyi, 2008:125) 

yaitu pelaksaan GCG perlu dilaksanakan secara sistematis dan continue 

untuk itu dibawah ini dikemukakan pedoman praktis yang dapat dijadikan 

acuan oleh bank dalam melaksanakan GCG. 

1. Pelaksanaan GCG dapat dilakukan melalui 5 tindakan, yaitu: 

(a) Penetapan visi, misi, dan corporate value; (b) Penyusunan 

corporate governance structure, pembentukan corporate 

culture; penetapan public disclosure; (c) penyempurnaan 

berbagai kebijakan bank sehingga memenuhi prinsip GCG.  

2. Penetapan visi, misi dan corporate value merupakan 

merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan dalam 

penerapan GCG oleh suatu bank. 

3. Corporate governance structure perlu dijelaskan sekurang-

kurangnya: kebijakan corporate governance yang memuat 

selain visi misi bank juga memuat tekad untuk melaksanakan 

GCG dan pedoman pokok pelaksanaan prinsip.  

4. Pembentukan corporate culture untuk pencapaian visi, misi 

serta implementasi corporate governance structure.  
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5. Pembentukan pola dan sarana disclosure. Sangat diperlukan 

sebagai bagian dari akuntabilitas bank masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian tentang peran manajemen risiko dalam 

menciptakan good corporate goernance pada BSI KCP Masamba peniliti 

dapat mengambil kesimpulan  

1. Pengimplementasian manajemen risiko sangat penting dalam 

menentukan kesehatan perbankan, terutama perbankan syariah 

yang regulasinya lebih ketat dari pada bank konvensional dengan 

peraturan Dewan pengawas syariah (DPS) dan BI (Bank 

Indonesia), begitu juga implementasi Good corporate governance 

perlu dilaksanakan dalam berbagai perusahaan termasuk perbankan 

karena bank merupakan bisnis kepercayaan masyarakat dan dunia 

internasional, maka dari itu pengimplementasian Good corporate 

governance diharapkan mampu menjadikan bank berkembang 

dengan baik dan sehat.  

2. telah sesuai dengan peraturan undang-undang PERATURAN 

BANK INDONESIA NOMOR 11/33/PBI/2009 dalam 

menjalankan prinsip good corporate governance meliputi 

transparency, fairness, responsibility, accountability, 

independency, dan dalam menerapkan manajemen risiko meliputi, 

risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, 

risiko strategi, risiko hukum, risiko reputasi, risiko operasional. 

Terdapat beberapa keuntungan bila manajemen risiko dan GCG 
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dilaksanakan secara bersamaan yaitu: kenyamanan bekerja 

karyawan ditempat yang aman, nyaman, sehat, bersih dan praktisi 

lapangan dapat belajar dari kesalahan tahun lalu, peningkatan citra, 

reputasi, kredibilitas perusahaan dimata stakeholder.  

B. Saran  

Diharapkan kepada setiap stakeholder agar perlu memerhatikan prinsip 

GCG dengan hati-hati agar terciptanya bank yang baik dan sehat. Dan 

semoga kedepannya BSI Kcp Masamba dapat menyediakan mesin ATM 

agar mepermudah para nasabah untuk tarik tunai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

79 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Ahmad Selamet dan Hascaro, Manajemen Risiko Bank Syariah. Raja Grafindo 

Persada:Jakarta, 2006. 

Ardian Ganang Riyanto, Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate 

Governance (GCG)  dan Privatisasi Terhadap Kinerja 

Keuangan,Universitas DiponegoroSemarang, 2011. 

Arikunto, Suharsimi, Manajemen Penelitian, Cetakan ketujuh. PT Rinerka 

Cipta.Jakarta,  2005 

Bambang Rianto Rustam, Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia, 

Salemba Empat: Jakarta, 2013. 

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum. 

Comy R. Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif-Jenis,Karakter, dan 

Keunggulannya, Grasindo: Jakarta,2010. 

Desmadi Saharuddin, Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah, ed 1, cet 

1.Pernada Media Group:Jakarta, 2015. 

Fakultas Syari‟ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Ferry N., Manajemen Risiko Perbankan Pemahaman Pendekatan 3 Pilar 

Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaanya di 

Indonesiacet. Ke-1, PT. Toko Gunung Agung:Jakarta, 1996. 

Herman Darmawi, Manajemen risiko. 

Imam Wahyudi dkk, Manajemen Risiko Bank islam, Salemba Empat:Jakarta, 

2013. 

Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, Penerapan  Good  Corporate  Governance,  

Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi  Kelangsungan Usaha. 

Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia, Rineka Cipta: Jakarta, 2004. 

Maksmum, Azhar. Tinjauan Atas Good Good Corporate Governance (GCG)  di 

Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang 

ILmu Akuntansi Manajemen pada Fakultas Ekonomi, Kampus USU, 17 

Desember 2005.  

Misahardi, Wilamarta, Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good 

Corporate Governance (GCG) cet. Ke-1, Universitas Indonesia, 2002. 

Moeljono, Djokosantoso, Cultured, Budaya Organisasi dalam Tantangan, Elex 

Media Komputindo: Jakarta, 2005. 

Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi,RT Remaja 

Rosdakarya: Bandung, 2006. 

M. Burhan Bungin, MetodologiPenelitian kuantitatif,cet1,Kencana: Jakarta, 2005. 

Otoritas Jasa Keuangan, “POJK Nomor 65/POJK.03/2016, tentang penerapan 

manajemen risiko  bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah”, 2016. 

PBI No, 13/23/PBI/2011 tanggal  November  2011 tentang  penerapan  

Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 

Diakses pada tanggal  21 Desember 2018 dari www.bi.go.id. 

Rahmadi Usman,Aspek Hukum Perbankan syariah di Indonesia, Sinar Grafika: 

Jakarta,2012. 

Rianto Adi, Metode Penelitian. 

http://www.bi.go.id/


 
 

 

80 
 

Sulad Sri Hardanto, manajemen risiko bagi bank umum, kisi-kisi ujian serifikasi 

manajemen risiko perbankancet. Ke-3, PT. Elex Media 

Komputindo:Jakarta,2009. 

Sentanoe Kertonogoro, Manajemen Risiko dan Asuransicet. Ke-1, PT. Toko 

Gunung Agung: Jakarta, 1996. 

Tunggal, Iman, Sjahputra dan Amin Widjaya Tunggal,Memahami Konsep 

Corporate Governance, edisi kedua, Harvarindo: Jakarta,2002 

Vietzhal Rivai dan Rifki Ismail, Islamic Risk Management For Isamic Bank, 

Risiko Bukan Untuk ditakuti, tapi di Hadapi, Dengan Cerdik, Cerdas dan 

Profesional, PT Gramedia Pustaka Utama:Jakarta, 2013. 

Vivi  Arfah Putri Armildar, Analisis Pengaruh Good Corporate Governance 

(GCG)  (GCG) terhadap kinerja perusahaan perbankan yang terdaftar di 

bursa efek Indonesia (BEI), Universitas Hasanuddin Makassar, 2012. 

Wibowo, manajemen perubahan,Ed. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada: 

Jakarta, 2006. 

Nailus silvia, Analisis peranan manajemen risiko dalam menciptakan good 

corporate governance, (BSISyariah cabang malang:Universitas Islam 

Negri Maulana Ibrahim Malang, 2014), hal 14.   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

81 
 

L 

 

A 

 

M 

 

P 

 

I 

 

R 

 

A 

 

N 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

82 
 

Lampiran 1: surat izin penelitian  
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Lampiran 2: pedoman wawancara  

Pedoman Wawancara 

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada BSI KCP Masamba? 

2. Apakah dalam prinsip manajemen risiko harus di sesuaikan dengan 

kebutuhan nasabah? 

3. Apakah prinsip manajemen risiko telah dijalankan dengan baik? 

4. Sejak kapan good corporate governance mulai di terapkan? 

5. Bagaimana penerapan good corporate governance pada BSI KCP 

Masamba? 

6. Bagaimana peran manajemen risiko dalam menciptakan good corporate 

governance? 

7. Untuk aspek transparansi 

a. Apakah perusahaan menyajikan laporan keuangan, seperti kas, 

laporan laba rugi, laporan neraca, secara transparan? 

b. Apakah pengambilan keputusan oleh manajemen dilakukan secara 

terbuka? 

8. Untuk aspek akuntabilitas  

a. Apakah perusahaan sudah menetapkan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing kepada karyawan secara rinci dan jelas? 

b. Apakah keputusan dewan akan mempengaruhi pemegang saham? 

 

9. Untuk aspek responsibilitas  

a. Apakah perusahaan selalu memberikan perhatian kepada 

masyarakat maupun lingkungan sekitar? 

b. Apakah BSI KCP Masamba sudah patuh terhadap segala regulasi 

yang di berikan Bank Indonesia dan fatwa dewan pengawas 

syariah? 

10. Untuk aspek independensi 

a. Apakah BSI KCP Masamba menjamin kerahasiaan data nasabah 

(kecuali untuk keperluan hukum)? 

b. Apakah setiap kebijakan dan keputusan perusahaan di dominasi 

oleh segelintir orang? 
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c. Apakah pengambilan keputusan di lakukan secara objektif? 

11. Untuk aspek kesetaraan dan kewajaran 

a. Apakah setiap bagian dari perusahaan dapat menyampaikan 

pendapat terhadap kepentingan perusahaan? 

b. Apakah setiap bagian mempunyai kedudukan hukum yang sama 

dengan karyawan lain dalam perusahaan? 
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Lampiran 3 : halaman persetujuan pembimbing  
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Lampiran 4 : nota dinas pembimbing  
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Lampiran 5 : turnitin  
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Lampiran 6 : Nota dinas tim verifikasi 
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Lampiran 7 : Dokumentasi  

DOKUMENTASI PENELITIAN 
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Lampiran 8 : riwayat hidup 

RIWAYAT HIDUP 
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